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MOTTO 
 
 ََست ٍَع ًجَس ََٰجِت ٌَ ىَُكت ٌَأ َٰٓ َِّلَإ ِمِط ََٰثۡنٱِت ىُكَُ ۡيَت ىَُكن ََٰىَۡيأ ْا َُٰٓىهُكَۡأت َلَ ْاُى َياَء ٍَ يِرَّنٱ اَهَُّيأ
َٰٓ ََٰي ٖضا
 ۡۚۡىُكُ ِّي ا ًٗ يِحَز ۡىُِكت ٌَ اَك َ َّللَّٱ ٌَّ ِإ ۡۚۡىُكَُسفََأ ْا َُٰٓىُهتَۡقت َلََو٩٢ 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu 
(Q.S. An-nisa [4]: 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
خ Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ 
Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ 
Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż 
Zet (dengan titik di 
atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ix 
 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ 
Es (dengan titik di 
bawah) 
ض Ḍad Ḍ 
De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ṭa Ṭ 
Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa Ẓ 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wau W We 
ِ Ha H Ha 
ء 
Hamz
ah 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
    
 
 
x 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و...أ 
Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
xi 
 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح        Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
ي...أ 
Kasrah dan 
ya 
Ī 
i dan garis di 
atas 
و...أ 
Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. ييز Ramā 
 
 
 
xii 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا حضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ححهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اُّتز Rabbanaa 
2.  َل ََّص  Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. ٌورخأت Taꞌkhużūna 
3. عُنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
xiv 
 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 اي و محمدلىوزلَإ  Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 
 بز للهدًحنا
ٍيًناعنا 
Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 ىهن الله ٌإو
ٍيقشاسناسيخ 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 
 ميكنا اىفوأف
ٌاصيًناو 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
RUDI PRASETYAWAN, NIM. 142111117, “IMPLEMENTASI 
FATWA DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 DAN NO. 47/DSN-
MUI/II/2005 TERHADAP SANKSI NASABAH WANPRESTASI DALAM 
AKAD MURA>BAHAH  PADA BMT NURUL BAROKAH SAMBI 
BOYOLALI.” 
 
BMT merupakan lembaga keuangan syariah (LKS) yang ruang lingkupnya 
mikro dan harus tunduk dengan hukum Islam (syariah). LKS harus ada 
pengawasan dari segi manajemen dan dari segi pengawasan produknya, apakah 
sesuai dengan syariah atau tidak, serta aplikasi terhadap akad-akad yang 
digunakannya. BMT Nurul Barokah merupakan lembaga keuangan yang 
menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada yang membutuhkan. 
Salah satu produk pembiayaan yang terdapat di BMT Nurul Barokah yaitu 
murābaḥah. Dalam transaksi murābaḥah BMT Nurul Barokah menjadi salah satu 
lembaga keuangan syariah yang menerapkan sanksi kepada nasabah ingkar janji, 
sebagai lembaga keuangan yang berasaskan Islam sudah tentu fatwa yang 
diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) menjadi salah satu pedoman 
dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. 
 
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kesesuaian Penerapan 
Sanksi terhadap Wanprestasi Nasabah pada akad murābaḥah di BMT Nurul 
Barokah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. Khususnya mengenai sanksi 
denda. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, peneliti menggunakan penelitian 
lapangan (field research). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif-kualitatif yaitu suatu metode yang mendeskripsikan kejadian 
atau fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian melakukan penilaian atas 
penerapan sanksi di BMT Nurul Barokah bardasarkan fatwa DSN yang didukung 
dari hasil wawancara, serta dokumentasi. 
 
Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan 
penyajian data serta pengungkapan transaksi murābaḥah, penerapan sanksi yang 
dilaksanakan oleh BMT Nurul Barokah sesuai dengan isi fatwa DSN. Bahwa 
benar sanksi denda yang diterapkan oleh BMT Nurul Barokah merupakan jenis 
sanksi yang diperbolehkan dalam isi fatwa DSN NO.17/DSN/IX/2000 dan hasil 
denda yang dikelola oleh LAZISMU BMT Nurul Barokah pun juga sudah sesuai 
denagn isi fatwa yang menghendakinya disalurkan kembali untuk dana sosial. 
Adapun sanksi pelelangan jaminan yang ada di BMT juga sesuai dengan isi fatwa 
DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 dimana pihak BMT menjual obyek 
murābaḥah/jaminan nasabah, apabila ada kelebihan dari hasil penjualan maka 
dikembalikan kepada nasabah, sedangkan apabila hasil penjualan kurang atau 
tidak cukup untuk menutupi hutang nasabah, maka kekurangan masih menjadi 
hutang nasabah. 
 
Kata Kunci: Sanksi, Wanprestasi Nasabah, Murābaḥah. 
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ABSTRACT 
 
RUDI PRASETYAWAN, NIM. 142111117, ”IMPLEMENTATION OF 
DSN-MUI FATWA NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 DAN NO. 47/DSN-
MUI/II/2005 ON CUSTOMER SANCTIONS IN NDEFAULT IN THE 
MURA>BAHAH AGREEMENT ON BMT NURUL BAROKAH SAMBI 
BOYOLALI”. 
 
BMT is an Islamic financial institution (LKS) the scope of micro and must 
comply with Islamic law (sharia). LKS there must be supervision in terms of 
management and supervision in terms of its products, whether in accordance with 
the sharia or not, as well as the application of the contract akad- uses. BMT Nurul 
Barokah Branch is financial institutions that collect and distribute funds from the 
society to the needy. One of financial product in BMT Nurul Barokah Branch is 
murābaḥah. In the murābaḥah transaction BMT Nurul Barokah became one of 
the sharia financial institutions that applied sanctions on customers for promises, 
as an Islamic-based financial institution, of course the fatwa issued by the 
National Sharia Council became one of the guidelines in implementing its 
activities. 
 
Purpose of the research is to know conformity of penalties application to 
clients who are failed to obey murābahah agreement in BMT Nurul Barokah 
branch based on instruction of National Sharia Council, especially about fine 
penalty. In order to understand the problem, researcher used field research with 
descriptive-qualitative method, namely a method of describing occurrence or facts 
found in field, then researcher evaluated penalties implementation in BMT Nurul 
Barokah branch based on instructions of National Sharia Council and supported 
by results of interview and documentation. 
 
Based on the research, it can be concluded that based on data presentation 
and revealing of murābahah transactions, implementation of penalties by BMT 
Nurul Barokah branch was agreeing with content of instructions published by 
National Sharia Council. Fine penalties applied by the Islamic bank were allowed 
by instruction of National Sharia Council, namely DSN No. 17/DSN/IX/2000 and 
money of the penalties that were managed by LAZISMU BMT Nurul Barokah 
was conforming to contents of the instruction requiring that the fund obtained 
from penalties should be provided to social fund. Penalty of security goods 
auction was also agreeing with content of instruction of DSN No. 
47/DSNMUI/II/2005 in which the Islamic bank can sell murābahah 
object/security goods, and if money acquired from the auction exceeds obligation 
of the client, the excess will be returned to client, whereas if the money is less 
than obligation of the client, then the shortage will still be obligation of the client. 
 
 
Keywords: Sanctions, Customer default, Murābaḥah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia diciptakan sebagai mahluk sosial yang berhubungan dengan 
sesama manusia dalam berbagai aktifitas dalam kegiatan sehari-hari, 
diantaranya kegiatan dalam ekonomi dimasyarakat memerlukan kebetuhan 
hidup yang harus dipenuhi dan berusaha. Perbankan salah satu lembaga 
keuangan yang mempunyai peranan penting dalam kehiduapan suatu Negara 
yang masih berkembang. Bank berperan sangat strategis karena salah satu 
fungsinya suatu lembaga yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana 
masyarakat secara efektif dan efisien. Bank juga sebagai perantara antara 
orang yang mempunyai kelebihan dan orang yang kekurangan dana, sehingaa 
dana yang dihimpun dan disalurkan bisa bermanfaat bagi masyarakat.  
Masyarakat diberi kebebasan untuk memilih antara Bank 
konvensional maupun Bank syariah, dan telah diperlakukannya Undang-
undang No. 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan atas Undang-undang 
No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagai dasar hukum perbankan, namun 
pada tanggal 14-26 Desember tahun 2003 Majlis Ulama Indonesi (MUI) telah 
mengeluarkan fatwa bunga bank adalah riba. Hubungan antara bunga bank 
dan riba secara lahiriyan ada pada pinjam meminjam uang atau berhutang-
piutang. Hal ini sekaligus mempunyai persamaan lahiriyahnya bunga bank 
dan riba, yaitu keduanya sama-sama merupakan keuntungan bagi pemilik 
2 
 
 
 
uang pokoknya, yang diperoleh tanpa jerih payah, kecuali hanya lantaran 
meminjamkan uang itu saja.
1
 Bagi masyarakat yang khawatir tentang riba 
maka bank syariah mampu menjadi alternatif yang lebih inovatif. Akan tetapi 
untuk mendapatkan sumber dana dari bank bagi masyarakat menengah 
kebawah mengalami kesulitan, karena sistem dan prosedur perbankan yang 
terkesan rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi prosedur 
tersebut. Untuk memudahkan kegiatan ekonomi dalam rangka pemberdayaan 
ekonomi masyarakat diperlukan suatu lembaga ekonomi seperti koprasi. 
Koprasi adalah salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga 
yang membantu perekonomian rakyat yang perlu dikembangkan peran 
sertanya agar taraf hidup meningkat. Maka dibentuk suatu sistem keuangan 
yang lebih sesusai dengan kondisi masyarakat menengah kebawah dengan 
sesuai prinsip-prinsip Syariah yaitu lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT) 
dikalangan masyarakat.
2
 
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu 
yang isinya berintikan bay wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan 
usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatakan kualitas kegiatan 
ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan 
menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga dapat 
menerima titipan zakat, infak, sedekah serta menyalurkan sesuai dengan 
peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga 
                                                          
1
 Muhammad Julijanto, Membangun Keberagaman Mencerahkan dan Mensejahterakan, 
Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 229. 
2
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet. III, (Yogyakarta: Ekonisia, 
2005), hlm. 96 
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keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini 
didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
3
 BMT bergerak 
dalam penggalangan dana bentuk simpanan serta menyalurkan dana dalam 
bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli dan bagi 
hasil seperti mudhārabah, murābaḥah, salam, istisna.4  
BMT Nurul Barokah yang berkantor pusat di Jl. Raya Bangak – Simo 
KM 6, Sambi, Boyolali merupakan BMT yang berdiri pertama kali di 
kecamatan Sambi, yang berdiri pada tanggal 5 Januari 1999. Pada dasarnya 
BMT Nurul Barokah didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan 
yang akan memeberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada 
masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha 
kecil menengah, seperti pedagang, petani, pegawai, dan lain-lain. BMT Nurul 
Barokah ini merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang 
bernafaskan Isam yang sesuai dengan visinya yakni menjadi lembaga 
keuangan yang syar’i, terdepan dan terpercaya untuk kesejahteraan anggota 
dan masyarakat. 
Salah satu pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT Nurul Barokah 
adalah pembiayaan murābaḥah. Pembiayaan murābaḥah ini merupakan 
produk pembiayaan yang paling banyak diminati. Abdulah Saeed 
menyebutkan tiga alasan mengapa produk murābaḥah ini lebih diminati, 
antara lain : pertama, murābaḥah merupakan suatu mekanisme investasi 
                                                          
3
 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil, Cet. l, (Bandung: CV 
ustaka Setia, 2013), hlm. 23. 
4
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Cet. l, (Yogyakarta: 
UUI ress, 2005), hlm. 126. 
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jangka pendek dan lebih cocok daripada sistem bagi untung-rugi (PLS). 
Kedua, keuntungan (mark-up) dalam murābaḥah dapat ditetapkan dalam 
suatu cara yang bisa menjamin bahwa bank dapat memperoleh suatu 
keuntungan yang sebanding dengan bank yang menerapkan sistem bunga. 
Ketiga, risiko ketidak pastian sebagaimana terdapat pada usaha menggunakan 
sistem PLS dapat dihindari. Dan tidak diperbolehkan bagi pihak bank 
mencampuri manajemen usaha karena bank bukan partner nasabah tetapi 
hubungan di antara mereka dalam murābaḥah adalah secara berurut, 
hubungan antara si kreditur dan debitur.
5
 
Pembiayaan murābaḥah yang terjadi antara pihak BMT dengan 
nasabah selaku penjual dan pembeli barang terkadang tidaklah berjalan mulus 
atau sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Biasanya ada pihak yang tidak 
mentaati ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan dalam kontrak, 
terutama dari pihak nasabah yang mengidap character risk (karakter buruk) 
yaitu nasabah mampu yang melakukan wanprestasi atau cidera janji dengan 
cara sengaja menunda-nunda proses pembayaran pada pihak BMT untuk 
melunasi hutang, sehingga berujung kerugian pada pihak BMT.  
BMT Nurul Barokah, pada tahun 2018 memiliki jumlah nasabah 
mencapai 11.382 nasabah, dengan jumlah total outstanding kredit mencapai 
angka Rp.27.832.281.060,00.  Adapun dari total jumlah total outstanding 
kredit tersebut terdapat senilai Rp.286.762.458,00 yang mengalami 
                                                          
 
5
 Jaka Susila, “Fiduciary Dalam Produk-produk Perbankan Syariah”, Jurnal Al-Ahkam, 
Vol. 1, Nomor 2, 2016, hlm. 142. 
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kemacetan.
6
 Artinya tinggi rasio NPF di BMT Nurul Barokah berada diangka 
1 %, angka tersebut menunjukan bahwa kondisi BMT Nurul Barokah cukup 
sehat, akan tetetapi tidak bisa dipungkiri bahwa di BMT Nurul Barokah 
masih terdapat nasbah wanprestasi, terbukti dengan masih adanya tingkat 
kemacetan senilai Rp.286.762.458,00 
Oleh sebab itu, maka sanksi dianggap perlu dikenakan kepada pihak 
nasabah yang telat/macet dalam melakukan pembayaran atau nasabah 
wanprestasi. Sanksi tersebut di dasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan 
agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Biasanya 
sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar 
kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.
7
 
Fatwa DSN-MUI merupakan payung hukum bagi Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS), oleh sebab itu Sebagai sebuah lembaga bisnis keuangan 
syariah, BMT Nurul Barokah sudah seharusnya menggunakan Fatwa DSN-
MUI sebagai dasar dalam melakukan kegiatan bisnis keuangan syariahnya. 
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional terdapat beberapa macam ketentuan 
mengenai penerapan sanksi yang dapat diterapkan oleh Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS), yakni meliputi jenis nasabah yang dapat dikenakan sanksi, 
jenis nasabah yang tidak dapat dikenakan sanksi, bentuk sanksi, dan upaya 
lanjut pelaksanaan sanksi. 
                                                          
6
 Yekti Andriyani, Costumer Service, wawancara Pribadi, 26 Desember 2018, Jam 11.00 
– 11.20 WIB. 
7
 Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah, (UU dibidang Perbankan, 
Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia), (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 156. 
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Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merasa sangat 
perlu untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan sanksi yang dilakukan 
oleh BMT Nurul Barokah terhadap nasabah yang melakukan tindakan 
wanprestasi dalam akad murābaḥah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 
oleh karena itu maka penulis akan melakukan penelitian menegenai hal diatas 
dengan mengangkat judul: “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-
MUI/IX/2000 Dan No. 47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Sanksi Nasabah 
Wanprestasi Dalam Akad Murābaḥah Pada BMT Nurul Barokah Sambi 
Boyolali”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk membatasi penelitian ini, 
maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap tindakan nasabah wanprestasi pada 
akad murābaḥah di BMT Nurul Barokah ? 
2. Apakah penerapan sanksi terhadap nasabah wanprestasi pada akad 
murābaḥah di BMT Nurul Barokah sudah sesuai dengan Fatwa DSN NO. 
17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap tindakan nasabah 
wanprestasi pada akad murābaḥah di BMT Nurul Barokah 
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2. Untuk menganalisis kesesuaian antara penerapan sanksi yang diterapkan 
oleh BMT Nurul Barokah terhadap wanprestasi nasabah pada akad 
murābaḥah dengan fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi 
atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan Fatwa DSN 
NO. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murābaḥah bagi 
nasabah tidak mampu membayar. 
 
D. Manfaaf Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 
teoritis maupun praktis bagi semua pihak. 
1. Secara Teoritis: 
a. Sebagai wacana untuk memperoleh wawasan dan sumbangsih 
pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan yang khususnya 
mengenai perbankan syariah tentang permasalahan pembiayaan 
murābaḥah 
b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman rujukan 
untuk penelitian berikutnya. 
2. Secara praktis: 
Diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau pertimbangan bagi 
perbankan syariah dalam melakukan analisa pembiayaan agar kelak tidak 
terulang kembali terjadinya wanprestasi atau setidaknya dapat mengurangi 
resiko wanprestasi di dunia perbankan. 
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E. Kerangka Teori 
Akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada 
salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal 
balik. Pasal 1313 pasal kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) 
menyebutkan, “perjajian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.8 
Murābaḥah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan 
harga perolehan dan keuntungan (profit) yang disepakati oleh penjual dan 
pembeli. Karateristiknya adalah penjual harus memberitahu untuk harga 
produk yang ia beli dan menetukan satu tingkat keuntungan sebagai 
tambahannya. Suatu jual beli dalam Islam sedikitnya harus memenuhi syarat 
bahwa ada penjual (ba’i), pembeli (musytari) barang yang diperjual belikan, 
harga dan ijab qabul atau bisa juga disebut dengan akad jual beli.
9
 
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, bahwa 
seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomi terkadang menunda-
nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang 
lain pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara 
kedua belah piahak. Didalam fatwa tersebut tedapat sanksi yaitu sanksi yang 
dikenakan lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu 
membayar tapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Nasabah yang 
tidak atau belum mampu membayar disebabkan diluar kemampuan nasabah 
                                                          
8
 Bagya Agung Prabowo, (Aspek Hukum Pembiayaan Pada Perbankan Syariah, 
Yogyakarta: UII Pres, 2012), hlm. 48. 
9
 Tim Pengembangan Perbakan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk dan 
Impementasi Oprasiona Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 66. 
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(force majeure) tidak boeh dikenakan sanksi. Bagi nasabah yang mampu 
namun menunda-nunda pembayaran atau melakukan wanprestasi dan/atau 
tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar huatngnya boleh 
dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar 
nasabah lebih disiplin daam melakukan kewajibannya. Sanksi dapat berupa 
denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan 
dibuat pada saat akad ditandatangani.
10
 
Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomi dilarang 
menunda penyelesaian utangnya dalam akad murābaḥah ini. Bila seorang 
pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, penjual dapat mengambil 
tindakan melalui prosedur hukum untuk mendapatkan kemabali utang itu dan 
mengeklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.
11
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang 
pernah dituis peneliti sebelumnya dimana ada hubungannya dengan masalah 
yang akan dikaji daam penuisan sekripsi ini.
12
 Pustaka-pustaka yang menjadi 
tinjauan penulisan ini adalah : 
Skripsi Ilham Alfi Fiani (2016) yang berjudul “Mekanisme 
penyelesaian Pembiayaan Murābaḥah Bermasalah Di Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta Ditinjau Dari Fatwa DSN-
                                                          
10
 Ibid., hlm. 47. 
11
 Ibid., hlm. 105. 
12
 Bambang Sunggono, Metodoogo Peneitian Hukum, Cet I, (Jakarta: PT.Raja Grafindo 
Persada, 1997), Hlm. 55. 
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MUI”. Penelitian diatas membahas tentang penyelesaian sengketa yang 
berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI No.47/DSN-MUI/ll/2005 Tentang 
penyelesaian piutang murābaḥah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. 
Hasil penelitiannya yaitu, pihak BPRS Dana Mulia Surakarta melakukan 
pertama, pendekatan personal dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan 
yang dihadapi pihak nasabah. Kedua melakukan pendekatan kepada keluarga 
dekat debitur, termasuk suami/isteri atau krabat dekat lainnya. Ketiga, melalui 
pihak ketiga, yaitu orang yang berkompeten dalam hal penagihan. Keempat, 
memberikan Surat Peringatan (SP). Kelima, mengundang debitur ke kantor 
untuk melakukan musyawarah.
13
 
Skripsi sukma Atmaja Wanirat (2015) yang berjudul “Analisis 
Pelaksanaan Pembiayaan Murābaḥah Dan Penanganan Wanprestasi Di 
BMT Sejahtera Kadipiro”. Penelitian diatas membahas tentang pelaksanaan 
pembiayaan akad murābaḥah di BMT tersebut dan yang dilakukan oleh BMT 
tersebut dalam menangani wanprestasi. Hasil penelitanya yaitu, bahwa 
praktik akad murābaḥah di BMT tersebut adalah jenis pembiayaan 
murābaḥah berdasarkan pesanan, artinya nasabah datang ke BMT untuk 
meminta dibiayai atas barang yang dipesannya, kemudian pihak BMT akan 
mencarikan barang yang dipesan oleh nasabah dan pihak BMT Menjualnya 
kembali kepada nasabah dengan rincian harga pokok ditambah keuntungan 
yang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk tindakan 
                                                          
13
 Ilham Alfi Fiani, “Mekanisme Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI”, 
Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah IAIN Surakarta, 2016. 
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penanganan wanprestasi pihak BMT melakukan upaya, pertama, penjadwalan 
kembali. Kedua, persyaratan dan penataan kembali. Ketiga, penyitaan 
jaminan dan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.
14
 
Skripsi Dina Aprilia (2016) yang berjudul “Metode Penyelesaian 
Wanprestasi Terhadap Pembiyaan Mudharabah di BMT Binna Ummat 
Sejahtera Cabang Paciran Lamongan”. Penelitian ini membahas mengenai  
hal-hal yang  menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dan bagaimana 
metode yang dilakukan oleh BMT tersebut dalam menyelesaikan terjdinya 
wanprestasi. Hasil penelitiannya yaitu bahwa penyebab terjadinya 
wanprestasi yaitu didasari atas unsur kesengajaan dan kelalaian yang 
dilakukan oleh pihak mudharib, sedangkan metode yang dilakukan oleh BMT 
Bina Ummat Sejartera adalah dengan melakukan musyawarah, penjadwalan 
kembali, pemberian keringanan angsuran, eksekusi jaminan. 
15
 
Dari berbagai hasil penelitian yang ada juga terlibat bahwa ada 
kedekatan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak perbedaanya ada pada 
tempat penelitian yang peneliti teliti dan pada titik tekan yang peneliti 
rumuskan. Pada sekripsi Ilham Alfi Fiani, dalam sekripsinya meneliti tentang 
cara penyelesaian pembiayaan Murābaḥah bermasalah di BPRS yang ditinjau 
atas Fatwa DSN-MUI  No.47/DSN-MUI/ll/2005. Pada sekripsi sukma Atmaja 
Wanirat, pada sekripsinya menitik beratkan penelitiannya dalam hal metode 
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 Sukma Atmaja Wanirat, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Dan 
Penanganan Wanprestas Di BMT Sejahtera Kadipiro”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan 
Mu’amalah IAIN Surakarta, 2015. 
15
 Dina Aprilia, “Metode Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan mudharabah 
Di BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Paciran Lamongan”. Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan 
Mu’amalah IAIN Surakarta, 2016 
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penanganan terjadinya wanprestasi. Pada sekripsi Dina Aprilia, pada 
sekripsinya menitik beratkan penelitiannya dalam hal faktor-faktor penyebab 
terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan murābaḥah. Sedangkan peneliti 
menitik beratkan pada penerapan sanksi denda yang diakukan oleh BMT 
Nurul Barokah terhadap nasabah wanprestasi dalam akad murābaḥah yang 
ditinjau atas Fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas 
nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan Fatwa DSN NO. 
47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murābaḥah bagi nasabah 
tidak mampu membayar. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu 
memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih 
jelas mengenai situasi yang terjadi maupun refrensinya bersumber dari 
lapangan, yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan 
penyusunan kembali atas semua data atau refrensi yang telah 
dikumpulkan.
16
 Dalam penelitian ini difokuskan terhadap penerapan 
sanksi wanprestasi pada akad murābaḥah di BMT Nurul Barokah. 
2. Sumber Data Penelitian 
a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh 
peneliti dari sumbernya. Data primer dari penelitian ini adalah hasil 
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 Nasution, Metode Research: Peneletian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), hlm. 24. 
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wawancara secara langsung di BMT Nurul Barokah. Wawancara 
dilakukan terhadap manajer oprasional dan nasabah BMT Nurul 
Barokah. 
b. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 
dari sumber yang sudah ada. Data sekunder secara  tidak langsung 
melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain). 
Sumber data penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen, 
yang dimiliki oleh BMT Nurul Barokah, yang berupa gambaran 
umum BMT Nurul Barokah, struktur organisasi, jumlah nasabah, 
dan  kontrak perjanjian akad murābaḥah BMT Nurul Barokah. 
c. Lokasi Penelitian: penelitian ini dilakukan di BMT Nurul Barokah 
Sambi, Boyolali. 
3. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan 
cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden, 
sehingga akan tercipta proses interaksi antara responden dengan 
pewawancara. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah 
secara tersrtuktur dan tertulis yaitu dengan menyusun terlebih dahulu 
beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal 
ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah 
dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan 
yang melebar. Selain itu juga dijadikan sebagai patokan umum dan 
14 
 
 
 
dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika 
kegiatan wawancara berlangsung.
17
 Adapun pedoman wawancara 
yang akan peneliti jadikan panduan pada saat berlangsungnya 
wawancara adalah sebagaimana terlampir dalam daftar lembar 
lampiran. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada 
kaitannya dengan obyek penelitian. Di dalam penelitian ini antara 
lain adalah: gambaran umum BMT, struktur organisasi, data 
nasabah, kontrak perjanjian akad murābaḥah, serta data lain sebagai 
penunjang penelitian ini. 
4. Teknik Analisa Data 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu mengkaji dan 
mengkaitkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan kejelasan yang 
dibahas, kemudian dipaparkan dalam bentuk penjelasan.
18
 Agar 
memperoleh data yang lebih valid, maka data-data yang sudah terkumpul 
akan penulis analisis dengan menggunakan analisis data induktif. Induktif 
yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta khusus kemudian ditarik suatu 
generalisasi yang sifatnya umum. Yaitu diambil dari fakta yang ada 
kemudian setelah itu diuraikan berdasarkan teori-teori akad yang sudah 
ada sebagai acuan untuk menganalisis. Dalam menganalisis peneliti 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Pendapatan, 
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 203. 
18
 P.Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1991), hlm. 106. 
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menggunakan fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa DSN NO. 17/DSN-
MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran dan Fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang 
penyelesaian piutang murābaḥah bagi nasabah tidak mampu membayar. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini serta 
untuk mempermudah penyusunan skripsi, penulis mempergunakan 
sistematika sebagai berikut : 
Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara 
global mengenai seluruh isi dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, tinjauan 
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 
Bab II membahas Kajian Umum Akad Murābaḥah dan Sanksi 
Denda Wanprestasi meliputi Pertama, Murābaḥah: Pengertian Murābaḥah, 
Pengertian Murābaḥah Dalam Praktik, Dasar Hukum Murābaḥah, Syarat 
Dan Rukun Murābaḥah, Teknis Perbankan, Skema Proses Transaksi 
Murābaḥah, Manfaat Murābaḥah, Ketentuan-ketentuan Murābaḥah. Kedua 
Wanprestasi: Pengertian Wanprestasi, Jenis-jenis Wanprestasi, Akibat 
Terjadinya Wanprestasi, Penyelesaian Wanprestasi. Ketiga Sanksi Denda: 
Pengertian Sanksi, Pengertian Denda (Ta’zir), Tujuan Dan Syarat-syarat 
Ta’zir, Sanksi pada Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN/MUI/IX/2000 dan Fatwa 
DSN-MUI No. 47/DSN/MUI/II/2005 
16 
 
 
 
Pada bab III membahas tentang penerapan sanksi wanprestasi dalam 
akad murābaḥah pada BMT Nurul Barokah. Bab ini berisi tentang Pertama 
Gambaran Umum BMT Nurul Barokah: Sejarah, visi dan misi, struktur 
organisasi, produk-produk, tugas dan fungsi bagian oprasional. Kedua 
Pelaksanaan Sanksi Dalam Akad Murābaḥah: Mekanisme akad murābaḥah, 
bentuk wanprestasi, macam sanksi, penerapan sanksi, penyelesaian 
wanprestasi dan sengketa dalam akad murābaḥah di BMT Nurul Barokah. 
Bab IV akan menganalisis pelaksanaan penerapan sanksi nasabah 
wanprestasi dalam akad murābaḥah di BMT Nurul Barokah dengan 
menggunakan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN/MUI/IX/2000 dan Fatwa DSN-
MUI No.47/DSN/MUI/II/2005. 
Bab V penutup pada bagian ini berisi uraian kesimpulan yang 
menjelaskan secara rinci mengenai ringkasan hasil penelitian ini, serta 
saran-saran. 
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BAB II 
KAJIAN UMUM AKAD MURĀBAḤAH, SANKSI DENDA, 
WANPRESTASI, DAN FATWA DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 DAN 
FATWA DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 
 
A. MURĀBAḤAH 
1. Pengertian Murābaḥah 
Murābaḥah secara bahasa berasal dari masdar ribhun yaitu 
keuntungan. Murābaḥah adalah masdar dari Rabaha - Yurabihu – 
Murābaḥan (memberi keuntungan). Sedangkan secara istilah, wahbah al-
Zuhailly mengutip dari beberapa definisi yang diberikan oleh para Imam 
mujtahid, di antaranya: Ulama’ Hanafiyah mengatakan, murābaḥah adalah 
memindahkannya hak milik seseorang kepada orang lain sesuai dengan 
transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik awal ditambah dengan 
keuntungan yang diinginkan. Ulama’ Syafi’iyah berpendapat murābaḥah 
adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan mendasarkan pada 
harga beli penjual ditambah keuntungan dengan syarat harus 
sepengetahuan oleh kedua belah pihak.
19
 
Dalam istilah fiqh Islam, murābaḥah berarti suatu bentuk jual beli 
tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga 
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 M.Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), Cet ke- 1. 
Hlm. 85. 
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barang dan biaya-biaya lain yang dikeluakan untuk memperoleh barang 
tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.
20
 
Maka akad murābaḥah merupakan jenis akad jual beli, sama 
seperti jual beli pada umumnya akad ini mengharuskan adanya barang 
yang dijual belikan. Selain itu akad murābaḥah merupakan akad jual beli 
yang memiliki beberapa ketentuan, yaitu adanya keharusan penyampaikan 
harga semula secara jujur oleh penjual kepada calon pembeli serta 
keuntungan yang diinginkan oleh penjual berdasarkan kesepakatan kedua 
belah pihak. 
2. Pengertian Murābaḥah Dalam Praktik 
Pengertian murābaḥah dalam praktik adalah apa yang diistilahkan 
dengan bai al-murābaḥah liamir bisy-syira, yaitu permintaan seseorang 
atau pembeli terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-
ciri yang ditentukan. Untuk singkatnya bentuk ini dinamakan murābaḥah 
Permintaan/Pesanan Pembelian (MPP). MPP ini merupakan dsar 
kesepakatan dari terjadinya transaksi jual beli barang dan 
permintaan/pesanan tersebut dianggap bersifat lazim (pasti/mengikat) bagi 
pemesan. Sedangkan besarnya keuntungan, harga jual, penyerahan barang, 
dan cara pembayaran dalam MPP ini ditentukan atas kesepakatan para 
pihak.
21
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 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 
hlm. 81-82. 
21
 Fathurahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta Sinar Grafika, 2003), hlm. 109. 
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Dalam jual beli MPP ini ada 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu A, 
B, dan C. A meminta kepada B untuk membelikan barang keperluan A. B 
tidak memiliki barang-barang tersebut tetap berjanji untuk membelikannya 
dari pihak lain, yaitu C, B adalah sebagai perantara dan penjual, dan dalam 
perjanjian MPP berhubungan hukum terjadi antara A dan B. Bentuk 
perjanjian murabahah ini diartikan sebagai menjual suatu komoditi dengan 
harga yang ditentukan penjual (B) ditambah dengan keuntungan (untuk B) 
dan dibeli oleh A.
22
 
Menurut Yusuf al-Qardhawi, dalam MPP ini ada dua unsur utama 
yang perlu dipahami, yaitu adanya wa‟ad (janji), artinya janji untuk 
membelikan barang yang diminta pembeli dan janji penjual untuk 
meminta keuntungan dari barang tersebut. Di samping itu, disepakati pula 
oleh pembeli dan penjual bahwa janji ini bersifat mengikat (iltizam) yang 
kemudian akan dilakukan pembayaran dengan cara ditangguhkan (mujjal). 
Berdasarkan penjelasan tersebut, unsur-unsur MPP bila diterapkan dalam 
perbankan syariah adalah sebagai berikut: 
a. Pembelian menentukan barang yang dikehendaki disertai 
karakteristiknya, dan menerima pihak bank untuk membeli dan 
menentukan harganya. 
b. Pihak bank mencari barang yang sesuai dengan permintaan pembeli 
kepada pemasok/penyedia barang baik atas inisiatifnya atau atas 
rekomendasi dari pembeli. 
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 Ibid. 
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c. Pihak bank membeli barang dari pemasok/penyedia barang secara 
tunai sehingga barang tersebut menjadi milik bank. 
d. Setelah bank mendapatkan informasi barang yang dibutuhkan berikut 
harganya, kemudian menentukan harga jual kepada pembeli berikut 
syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pembeli. 
e. Pihak pembeli memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Yang 
ditentukan oleh bank baik berikut tata cara pembayarannya. 
f. Pembeli mendatangani akad murābaḥah dengan bank atas 
barang/objek yang telah disepakati dengan harga jual bank yang terdiri 
dari harga pokok dan margin keuntungan, kemudian bank 
menyerahkan barang tersebut kepada nasabah sebagai pembeli.
23
 
3. Dasar Hukum Murābaḥah 
Murābaḥah merupakana akad jual beli yang secara syar’i 
diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam   
Al Qur’an dan Jumhur Ulama’ juga membolehkan akad jual beli ini. Di 
antara dalil-dalil yang membolehkan praktik akad jual beli murābaḥah 
adalah sebagai berikut: 
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a. Q.S An Nisaa’: 29 
                      
                       
           
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
24
 
 
Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Di antara 
trasaksi yang dikatakan bathil adalah yang mengandung (riba) 
sebagaimana terdapat sistem kredit konvensional. Berbeda dengan 
murābaḥah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya 
menggunakan margin. Ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan setiap 
transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan kedua belah 
pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan 
dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-
masing.
25
 
b. Q.S Al Ma’idah: 1 
             …. 
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…. 
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 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 
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25
 Waluyo, Fiqh Muamalat, (Yogyakarta: Gerbang Media Askara, 2014), hlm. 43. 
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 Ayat ini memrintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk 
memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba 
kepada Allah, maupun janji yang dibuat diantara sesame manusia, seperti 
yang bertalian dengan perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama 
jani itu tidak melanggar syariat Allah.
26
 
c. Hadits 
Hadis Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, 
Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, 
Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah 
dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn 
Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah): 
مْلُظ ِّيِنَغْلا ُلْطَم  ٌ  
 
“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 
adalah suatu kezaliman…” 
 
4. Syarat dan Rukun Murābaḥah 
a. Syarat murābaḥah 
1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 
3) Kontrak harus bebas dari riba. 
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 
barang sesudah pembelian. 
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
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Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, 
pembeli memiliki pilihan: 
a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya, 
b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas 
barang yang dijual, 
c) Membatalkan kontrak. 
b. Rukun murābaḥah 
1) Penjual (Ba’i) 
2) Pembeli (Musytari) 
3) Objek Jual Beli (Mabi’) 
4) Ijab Qabul27 
5. Teknis Perbankan 
Murābaḥah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok 
barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan 
akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh dan 
menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari 
supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu 
secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 
diperlukan. murābaḥah dapat dilakukan berdasakan pesanan atau tanpa 
pesanan. Dalam murābaḥah berdasarkan pesanan, bank melakukan 
pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. murābaḥah 
berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah 
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 Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 
hlm. 274. 
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untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murābaḥah dapat 
dilakukan secara tunai atau cicilan.
28
 
6. Skema Proses Transaksi Murābaḥah 
Berdasarkan uraian pengertian mengenai murābaḥah tersebut, 
skema proses transaksi murābaḥah dapat digambarkan sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Skema Pembiayaan Murābaḥah 
 
1. Negosiasi dan Persyaratan 
 
2. Akad jual beli 
 
6. Bayar (secara angsur)  
 
3 Beli barang    4. Kirim 
         
       5. Terima barang
29
 
 
Keterangan: 
a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 
barang atau asset kepada bank. Nasabah dan bank melakukan negosiasi 
persyaratan pembiayaan. 
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 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek 
Hukumnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 195. 
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b. Jika bank menerima permohonan tersebut, maka selanjutnya dilakukan 
akad jual beli antara nasabah dengan bank atas transaksi jual beli 
sebuah obyek barang/asset yang akan dibeli. 
c. Bank harus membeli terlebih dahulu asset yang akan dipesan secara 
sah dengan pedagang/supplier. Bank kemudian menawarkan asset 
tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima (membelinya) 
dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum 
perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak harus membuat 
kontrak jual beli. 
d. Pedagang/supplier mengirim/menyerahkan kepada nasabah. 
e. Selanjutnya, barang/asset beserta dokumennya diterima oleh nasabah. 
Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil 
bank harus dibayar dari uang muka nasabah tersebut. Jika nilai uang 
muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank 
dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. 
f. Jika nasabah menerima barang/asset tersebut, selanjutnya nasabah 
membayar harga barang (harga pokok pembelian + margin) yang telah 
disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
30
 
g. Jaminan dalam murābaḥah diperbolehkan, agar nasabah serius dalam 
pesanannya. disini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan 
                                                          
30
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, 
(Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 59. 
26 
 
 
 
jaminan yang dapat dipegang.
31
 Agunan/jaminan diperlukan agar 
memperkuat keseriusan dalam pembelian barang yang dipesan pleh 
nasabah, agar secepatnya dicarikan barang yang sesuai dengan 
permintaan nasabah. 
7. Manfaat dan Risiko Pembiayaan Murābaḥah 
Sesuai dengan sifat bisnis, transaksi murābaḥah memiliki beberapa 
manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Murābaḥah 
memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah 
adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual 
dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murābaḥah juga 
sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya 
di bank syariah.
32
 
Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain 
sebagai berikut: 
a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 
b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar 
naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa 
mengubah harga jual beli tersebut. 
c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh 
nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam 
perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, 
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sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena 
nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia 
pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan 
penjualannya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan 
demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak 
lain. 
d. Dijual, karena murābaḥah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika 
kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah 
bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk 
untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan 
besar.
33
 
8. Ketentuan-ketentuan Murābaḥah34 
a. Ketentuan umum murābaḥah dalam bank syariah 
1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 
riba. 
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya. 
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
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5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara 
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 
diperlukan. 
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah. 
9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābaḥah harus dilakukan 
setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 
b. Ketentuan murābaḥah kepada nasabah 
1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu 
barang atau aset kepada bank. 
2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian 
yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut 
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mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak 
jual beli. 
4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
c. Jaminan dalam murābaḥah 
1) Jaminan dalam murābaḥah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang. 
d. Utang dalam murābaḥah 
1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika 
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau 
kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya 
kepada bank. 
2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia 
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tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 
kerugian itu diperhitungkan. 
e. Penundaan pembayaran dalam murābaḥah 
1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian hutangnya. 
2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau 
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
f. Bangkrut dalam murābaḥah 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 
hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi 
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 
 
B. Wanprestasi 
1. Pengertian Wanprestasi 
Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan 
dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi 
dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi 
kewajibanya dan inilah yang disebut sebagai “wanprestasi”. Perkataan 
wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti “prestasi buruk” 
(Subekti, 1967: 45). Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga 
dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar 
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perjajian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak 
boleh dilakukan.
35
 
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi 
a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan 
perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun 
prestasi iti dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan 
waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut 
juga kelalaian. 
b. Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, 
tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan 
karena:  
1) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena 
barangnya telah musnah, 
2) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat 
penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, 
pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, 
apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka 
penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi. 
c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, artinya perstasi diberikan, 
tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, prestasi mengenai 
penyerahan satu truk kacang kedelai berkualitas nomor 1, namun yang 
diserahkan adalah kacang kedelai yang berkualitas nomor 2. 
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Perlu dijelaskan disini tentang “tidak dapat atau tidak sempurna 
memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu 
wanprestasi”, kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan 
(aanmaning atau somasi) dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan 
karena adanya overmacht.
36
 
3. Akibat Wanprestasi 
Ada bebrapa akibat hukum ataupun sanksi yang dapat diterima 
oleh debitur yang telah wanprestasi: 
a. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur 
b. Pembatalan perjanjian 
c. Peralihan resiko 
d. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh kreditur 
Selain akibat hukum terhadap debitur di atas, kreditur dapat 
melakukan beberapa hal terhadap debitur yang telah wanprestasi, 
diantaranya: 
a. Tuntutan pembatalan perjanjian 
b. Tuntutan pemenuhan perjanjian 
c. Tuntutan ganti kerugian 
d. Tuntutan pembatalan disertai tuntutan ganti kerugian 
e. Tuntutan agar debitur melaksanakan perjanjian disertai ganti rugi 
Dalam hal tuntutan ganti rugi, kreditur dapat meminta ganti 
kerugian yang dideritanya kepada debitur akibat kelalaianya sebagaimana 
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yang diatur dalam pasal 1243-1244 KUH Perdata. Tuntutan ganti rugi 
oleh kreditur kepada debitur, bisa saja di sebabkan karena debitur tidak 
melakukan prestasinya, terlambat dan/atau melaksanakan tetapi tidak 
sebagaimana mestinya.
37
 
 
C. Sanksi Denda 
1. Pengertian Sanksi 
Dalam Black’s law Dictionary, sanction (sanksi) adalah “a penalty 
or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, 
or order, (a sanction for dicivery abuse)” atau sebuah hukuman atau 
tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi 
undang-undang.
38
 Sedangkan pengertian sanksi dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk 
memaksa orang menepati perjanjian atau menaati kententuan undang-
undang.
39
  
2. Pengertian Sanksi Denda Ta’zir 
Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta’zir. Dalam 
bahasa arab ta’zir atau ta’widh berarti ganti rugi terhadap biaya-biaya 
yang dikeluarkan akibat seorang naabah terlambat membayar 
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kewajibannya setelah jatuh tempo.
40
 Ta’zir juga diartikan dengan Ar-
Raddu Wal Man’u, yang artinya menolak dan mencegah. At-ta‟zir adalah 
larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. 
Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib 
dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud 
dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun 
hak pribadi.  
Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa 
Adillatuh, sanksi-sanksi ta’zir adalah hukum-hukuman yang secara syara’ 
tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya 
kepada penguasa Negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak 
pidana yang sesaui dengan kejahatannya. Selain itu menumpas 
permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta 
melindungi masyarakat kapan saja dan dimana saja. Sanksi-sanksi ta’zir 
ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf 
pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam 
berbagai masa dan tempat.
41
 
Dikarenakan ta’zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al- 
Qur’an dan Hadist, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. 
Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta’zir,harus tetap memberikan 
petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.
42
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3. Tujuan Dan Syarat-syarat Sanksi Ta’zir 
Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi ta’zir, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum 
melakukan jarimah. 
b. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak 
mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari. 
c. Kuratif. Ta’zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di 
kemudian hari.  
d. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke 
arah yang lebih baik.
43
 
Syara’ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap 
jarimah ta’zir, tetapi menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling 
ringan sampai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih 
hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi ta’zir tidak 
mempunyai batas tertentu.
44
 
Ta’zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. 
Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki 
maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun 
muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu 
pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, 
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ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi ta’zir agar tidak mengulangi 
perbuatannya.
45
 
4. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas 
Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
46
 
Untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dalam pembayaran 
denda maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No 17 tahun 
2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran. Fatwanya sebagai berikut ini: 
a. Pertama: Ketentuan Umum 
1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 
LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja. 
2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force 
majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 
3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh 
dikenakan sanksi. 
4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah 
lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 
5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya 
ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad 
ditandatangani. 
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6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 
b. Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
c. Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya. 
5. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian 
Piutang Murābaḥah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar 
a. Pertama: Ketentuan Penyelesaian 
LKS boleh melakukan penyelesaian murābaḥah bagi nasabah yang 
tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan 
waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 
1) Obyek murābaḥah dan atau jaminan lainya dijual oleh nasabah 
kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang di sepakati  
2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan 
3) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka LKS 
mengembalikan sisanya kepada nasabah 
4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa 
hutang tetap menjadi hutang nasabah 
5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka 
LKS dapat membebaskannya  
38 
 
 
 
b. Kedua: Ketentuan Penutup 
1) Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah 
Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya.
47
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BAB III 
PENERAPAN SANKSI TERHADAP NASABAH WANPRESTASI DALAM 
AKAD MURĀBAḤAH PADA BMT NURUL BAROKAH 
 
A. Gambaran Umum BMT Nurul Barokah 
1. Sejarah Berdiri BMT Nurul Barokah 
Dari cita-cita sederhana untuk mengembangkan ekonomi syariah 
dan mengentaskan pedagang pasar tradisional dari jeratan rentenir, dengan 
tekat mulia bermodal awal Rp. 1.875.000, pada tanggal 28 Februari 1998 
berdirilah Lembaga Keuangan Syariah BMT Nurul Barokah di Kecamatan 
Sambi, Boyolali, diawali dengan  kreatifitas sistem funding jemput bola ke 
pedagang dan  manajemen kekeluargaan  serta totalitas/loyalitas pengelola 
tercatat kenaikan asset yang signifikan, hal ini dibuktikan per 31  
Nopember 2015 BMT Nurul Barokah memiliki asset 
Rp.21.717.344.283,00 dan 4 kantor cabang yang tersebar di Kabupaten 
Boyolali.
48
 
Produk-produk yang Variatif baik produk simpanan maupun 
pembiayaan terbukti sangat membantu para anggota dalam 
menginfestasikan dana dan mengembangkan usaha, terutama disektor 
mikro, segmen pasar BMT Nurul Barokah sangat heterogen mulai dari 
pedagang pasar tradisional sampai para pelaku usaha potensial diberbagai 
bidang. 
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Keberadaan BMT Nurul Barokah merupakan jawaban akan 
harapan masyarakat Sambi khususnya, yang saat ini tentunya tidak sekedar 
dapat memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat Sambi pada 
khususnya, namun bisa berperan dapat memberikan nilai tambah pada 
masyarakat luas. 
2. Visi dan Misi BMT Nurul Barokah 
Dalam rangka melanjutkan keberlangsungan operasi BMT serta 
untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi BMT di masa 
depan maka dirumuskanlah Visi dan Misi BMT Nurul Barokah sebagai 
gambaran cita–cita, serta harapan yang ingin diwujudkan dalam kurun 
waktu kedepan. 
a. Visi 
Menjadi Lembaga Keuangan yang Syar’i, Terdepan dan Terpercaya 
untuk kesejahteraan Anggota dan Masyarakat. 
b. Misi 
1) Mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Media Dakwah 
berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional. 
2) Mendorong dan memacu perekonomian Anggota dan Masyarakat 
agar lebih berkemajuan. 
3) Terdepan dan terpercaya dalam peningkatan kualitas SDM, 
Administrasi, dan Kelembagaan untuk mencapai Good Corporate 
Government. 
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4) Terdepan dan terpercaya dalam pengaplikasian sistem keuangan 
syariah untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. 
5) Terdepan dan terpercaya dalam pengelolaan zakat, infaq, sadaqah, 
dan wakaf. 
3. Identitas KSPPS BMT Nurul Barokah 
Mengenai identitas KSPPS BMT Nurul Barokah yaitu sebagai 
berikut: 
Legalitas : Koprasi Serba Usaha (KSU) BMT Nurul 
Barokah 
Manajer Utama  : Nur Isnaini, S.E. 
Pengurus 
- Ketua   : Drs. H. Sangidun. 
- Wakil Ketua  : H. Sumarno H. S.Ag. 
- Sekretaris  : H. Rukiman, S.Ag. 
- Bendahara  : H. Suharjo. 
- Dewan Syariah : Nur Rohim, S.Ag. 
- Dewan Manajemen : Munawir, S.Ag. 
Alamat : Jl. Raya Bangak – Simo KM 6, Sambi, 
Boyolali. 
Tanggal Berdiri  : 28 Februari 1998 
Nomor Badan Hukum  : 40/BN/KDK.11.25/1/1999 
Perubahan BH   : 03/PAD/503/IV/2005 
KSPPS   : 354/PAD/M.KUKM.2/V/2017 
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SIUP/TDUP   : 1093/11.32/PK/XII/2013 
Ijin Tempat Usaha (HO) : 503/395/30/XII/2013 
TDP    : 113326400088 
NPWP    : 01.881.153.9-527.000 
Web/E-mail   : bmt nurulbarokah@yaho.co.id 
4. Struktur Organisasi 
Gambar 3.1 
Struktur organisasi BMT Nurul Barokah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAT 
Pengawas 
manajement 
Pengawas 
Syariah 
PENGURUS 
Ketua 
Sekretaris 
Bendahara 
Manajer 
Umum 
Manajer 
Oprasional 
Manajer 
Pemasaran 
Manajer Maal 
Kabag 
Acunting 
Kabag 
Personalia 
dan Umum 
Fund 
Rising 
Pentasarufan 
Cabang 
Sambi 
Cabang 
Mangu 
Cabang 
Mojosongo 
Cabang Klego 
43 
 
 
 
Struktur Organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang 
dan tanggungjawab, garis komando serta cakupan bidang pekerjaan 
masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi 
benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing 
bagian dalam organisasi.  
a. Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini dilaksanakan setiap tahun sekali, 
yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilannya. Musyawarah ini 
merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem manajemen BMT, Oleh 
karena itu berhak memutuskan: Pengesahan atau perubahan anggaran 
daasar dan anggaran rumah tangga organisasi, Pemilihan, 
pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, 
baik pengawas syariah maupun manajemen, Penetapan anggaran 
pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun.  
b. Dewan Pengurus BMT pada hakikatnya adalah wakil dari anggota 
dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh 
karenanya, pengurus harus dapat menjaga amanah yang telah 
dibebankan kepadanya. 
1) Ketua, memimpin rapat anggota, rapat pengurus, rapat bulanan 
pegurus dengan manajemen, menilai kinerja bulanan dan kesehatan 
BMT.  
2) Sekretaris, membuat serta memelihara berita acara yang asli dan 
lengkap dari rapat anggota, rapat pengurus, bertanggug jawab atas 
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pemberitahuan kepada anggota, memberikan catatan-catatan 
keuangan BMT hasil laporan dari pengelola.  
3) Bendahara, bertanggung jawab mengarahkan, memonitor dan 
mengevaluasi pengelolaan dana oleh pengelola. 
c. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan 
BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang 
dijalankannya. Landasan kerja dewan ini berdasarkan fatwa Dewan 
Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama tersebut meliputi: Sebagai 
benasehat/pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan 
pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti 
penetapan produk, serta sebagai mediator antara BMT dengan Dewan 
Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Provinsi.  
d. Dewan Pengawas Manjemen merupakan representasi anggota terutama 
berkaitan dengan opersional kerja pengurus. Fungsi dan peran 
utamanya meliputi: Mewakili anggota dalam memberikan pengawasan 
terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan 
keputusan musyawarah tahunan. 
e. Pengelola merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh dewan 
pengurus. Mereka merupakan wakil pengurus yang menjalankan 
fungsi operasional keseharian. Ia bertanggungjawab kepada pengurus 
dan jika diminta dapat memberikan penjelasan kepada anggota dalam 
musyawarah anggota. Satuan kerja pengelola dapat terdiri minimal: 
manajer, pembukuan, marketing dan teller. 
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1) Manajer/Direktur merupakan struktur pengelola yang tertinggi oleh 
karenanya ia yang paling bertanggungjawab terhadap opersional 
BMT. Manajer berfungsi merumuskan strategi dan taktik 
operasional dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus atau 
keputusan musyawarah tuhunan. 
2) Pembukuan, bagian ini berfungsi membum laporan keuangan yang 
minimal meliputi: laporan neraca, laba rugi, dan perubahan modal 
dan arus kas serta. memberikan laporan perkembangan dan 
penghimpunan dana pada setiap periode seperti harian, mingguan, 
atau bulanan. 
3) Marketing/Pemasaran, bagian ini menjadi ujung tombak BMT 
dalam merebut pasar. Ia berfungsi dalam merencanakan sistem dan 
strategi pemasaran meliputi: segmentasi pasar, taknis operasional, 
sampai pada pendampingan anggota/nasabah. Bagian ini berfungsi 
untuk melakukan analisis usaha anggota/nasabah calon peminjam. 
Menarik kembali pinjaman yang sudah digulirkan. Menjemput 
simpanan dan tabungan anggota. 
4) Kasir/Teller merupakan yang berkaitan langsung dengan bagian 
keuangan. Setiap hari ksir harus malakukan pembukuan dan 
penutupan kas. Bagian ini bertugas membuat, meencanakan 
kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta 
menerapkannya dalam catatan uang keluar dan masuk. 
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5) Customer Service bertugas menyambut kedatangan calon nasabah 
yang akan mengajukan permohonan pembiayaan. Memeriksa 
kelengkapan persyaratan pembiayaan dan tabungan. Menerima dan 
menyetujui permohonan pembiayaan yang selanjutnya dievaluasi 
dan diputuskanoleh Manajer.  
5. Produk-produk BMT Nurul Barokah 
BMT Nurul Barokah dalam menjalankan usahanya tidak dapat 
dipisahkan dari prinsip-prinsip syariah yang mengatur seluruh 
operasionalnya. Prinsip dasar inilah yang akan dijadikan sebagai pijakan 
atau landasan untuk mengembangkan produk-produk BMT. Produk-
produk yang ada di BMT Nurul Barokah tidak berbeda jauh dengan BMT 
pada umumnya. Baik yang berupa funding (penghimpunan dana) maupun 
lending financing (penyaluran dana), adapun produk-produk BMT Nurul 
Barokah adalah sebagai berikut:  
a. Produk Funding BMT Nurul Barokah49 
Akad yang digunakan dalam Funding adalah mudhārabah 
mutlaqoh yakni berupa Simpanan yang bisa disetor dan ditarik 
sewaktu waktu dan Simpanan berjangka, sehingga berdasarkan prinsip 
ini tidak ada pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang 
dihimpun. Ketentuan umum dalam produk funding adalah:  
1) BMT wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai 
nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau 
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 Brosur Produk Simpanan BMT Nurul Barokah 
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pembagian keuntungan serta risiko yang dapat ditimbulkan dari 
penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal 
tersebut harus dicantumkan dalam akad.  
2) Untuk Simpanan Mudhārabah, BMT dapat memberikan buku 
Simpanan sebagai bukti penyimpanan, untuk Simpanan berjangka 
mudhārabah, BMT wajib memberikan sertiflkat simpanan 
berjangka. 
3) Simpanan mudhārabah dapat diambil setiap saat oleh penyimpan 
sesuai perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan 
mengalami saldo negatif.  
4) Simpanan berjangka mudhārabah hanya dapat dicairkan sesuai 
jangka waktu yang telah disepakati, Simpanan berjangka yang 
diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti 
Simpanan berjangka baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan 
perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.  
5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan simpanan 
dan simpanan berjangka tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan prinsip Syariah.  
Adapun produk-produk funding adalah sebagai berikut: 
1) Simpanan Anggota  
Merupakan persyaratan awal bagi masyarakat yang ingin 
mendapatkan layanan dan manfaat dari BMT Nurul Barokah. 
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Persyaratan: 
a) Mengisi Formulir keanggotaan 
b) Menyerahkan foto copy KTP/ SIM 
c) Setoran Simpanan Pokok Rp.10.000,00 
d) setoran Simpanan Wajib Rp.500,00  
2) Simpanan Mudhārabah 
Simpanan Mudhārabah diperuntukkan bagi perorangan 
atau lembaga yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu pada 
jam kerja dengan peryaratan yang mudah dan bagi hasil yang 
menguntungkan serta tanpa biaya operasional. 
Persyaratan:  
a) Mengisi Form pembukaan rekening dilampiri foto copy 
KTP/SIM 
b) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp.10.000,00 
c) Setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,00 
d) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam 
kerja. 
e) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan langsung dikreditkan 
pada rekening simpanan dengan nisbah bagi hasil BMT : 
Penyimpan = 30 : 70. 
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3) Simpanan Hari Raya 
Simpanan Hari Raya diperuntukkan bagi perorangan atau 
lembaga dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan. 
Persyaratan: 
a) Mengisi Form pembukaan rekening dilampiri foto copy 
KTP/SIM 
b) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 10.000,00 
c) Setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,00 
d) Penarikan hanya dapat dilakukan pada saat Romadhon. 
e) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan langsung dikreditkan 
pada rekening Simpanan dengan nisbah bagi hasil BMT : 
Penyimpan = 60 : 40.  
4) Simpanan Pendidikan 
Simpanan Pendidikan diperuntukkan khusus bagi sekolah 
yang merupakan dana akumulasi setoran Simpanan murid-murid 
Yang dikoordinir oleh Guru/Wali Kelas. 
Persyaratan :  
a) Mengisi Form pembukaan rekening dilampiri foto copy 
KTP/SIM 
b) Rekening atas nama Sekolah dan Guru pengampu. 
c) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp.10.000,00 
d) Setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,00 
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e) Setoran dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja dan 
penarikan dilakukan berkala sesuai aturan / akad yang berlaku. 
f) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan langsung dikreditkan 
pada rekening Simpanan dengan nisbah bagi hasil BMT : 
Penyimpan = 65 : 35.  
g) Bagi hasil bisa dipergunakan untuk Operasional sekolah dan 
bonus bagi guru pengampu.  
5) Simpanan Qurban 
Simpanan Qurban diperuntukkan bagi perorangan atau 
lembaga dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan. 
Persyaratan: 
a) Mengisi Form pembukaan rekening dilampiri foto copy 
KTP/SIM 
b) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp.10.000,00 
c)  Setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,00 
d) Penarikan hanya dapat dilakukan pada saat menjelang ldul 
Adha 
e) Bagi basil diberikan pada akhir bulan dan langsung dikreditkan 
pada rekening simpanan dengan nisbah bagi basil BMT : 
Penyimpan = 60 : 40. 
6) Simpanan Masa Depan (SIMASDA) 
Simpanan Masa Depan diperuntukkan bagi Perorangan 
maupun lembaga yang merupakan persiapan dana jangka panjang 
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seperti untuk keperluan Pendidikan, Pensiun, Haji, Pesangon 
Karyawan bagi perusahaan dan lain-lain dengan pilihan jangka 
waktu 3,5 dan 10 tahun dengan imbalan porsi bagi hasil yang 
ditingkatkan.  
Persyaratan: 
a) Mengisi Form pembukaan rekening dilampiri foto copy 
KTP/SIM dan Kartu Keluarga 
b) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp.10.000,00 atau 
sesuai akad. 
c) Setoran dapat dilakukan tiap bulan atau disetor didepan 
akumulasi triwulan, semesteran atau tahunan. 
d) Penarikan dilakukan setelah jatuh tempo, dan apabila Anggota 
meninggal dunia maka total Simpanan (pokok dan bagi hasil) 
diberikan secara utuh. 
e) Penarikan sebelum jatuh tempo maka diberlakukan konversi 
bagi hasil. Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dan langsung 
dikreditkan pada rekening SIMASDA dengan nisbah bagi hasil 
BMT .: Penyimpan sbb: 
Jangka Waktu 3 tahun  : 37:63 setara 0.95%.  
Jangka Waktu 5 tahun  : 35:65 setara 0.97%.  
Jangka Waktu 10 tahun: 32:68 setara 1.00%.  
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b. Produk Lending BMT Nurul Barokah 
Dalam menyalurkan dana pada anggota, secara garis besar 
produk pembiayaan Syariah terbagi kedalam tiga kategori yang 
dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:
50
 
1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang 
dengan prinsip jaul beli. 
2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa 
dilakukan dengan prinsip sewa. 
3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang 
ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan 
prinsip bagi hasil. 
Adapun produk-produk lending adalah sebagai berikut: 
1) Pembiayaan murābaḥah, yaitu menjual suatu barang dengan 
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. 
2) Pembiayaan mudhārabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara 
dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, 
sedang pihak kedua (nasabah) bertindak selaku pengelola, dan 
keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang 
dituangkan dalam kontrak. 
3) Pembiayaan musyārakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad 
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, 
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dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 
ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama 
sesuai dengan kesepakatan. 
4) Pembiayaan Jasa-jasa 
a) Pembiayaan Rahn / gadai syariah 
Pembiayaan yang sangat fleksibel mudah serta aman dari 
transaksi riba. Bisa digunakan untuk usaha dan komsumsi. 
b) Pembiayaan Ijarah 
Pembiayaan yang digunakan untuk keperluan membayar 
kebutuhan di bidang jasa. Seperti untuk menyewa kios dan 
membayar pekerjaan. 
c) Pembiayaan Qardh 
Pembiayaan yang digunakan untuk tujuan sosial yang wajib 
dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan jumlah 
pembiayaan. 
5) Persyaratan Umum Pembiayaan: 
a) Merupakan Anggota BMT Nurul Barokah 
b) Sehat Jasmani dan Rohani dan mempunyai kecakapan 
melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah 
pengampuan. 
c) Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal 
berusia 60 tahun. 
d) Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur. 
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e) Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian BMT Nurul 
Barokah. 
Kelengkapan Dokumen: 
a) Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan. 
b) Foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku. 
c) Foto copy kartu keluarga dan surat nikah. 
d) Foto copy jaminan (SHM, IMB, SPPT/BPKB, STNK).51 
 
B. Pelaksanaan Sanksi Terhadap Nasabah Wanprestasi Dalam Akad 
Murābaḥah di BMT Nurul Barokah 
1. Mekanisme Murābaḥah di BMT Nurul Barokah 
a. Pengajuan pembiayaan jual beli (murābaḥah) 
Langkah awal sebelum pengajuan jual beli murābaḥah adalah 
melakukan pendaftaran anggota. Nasabah harus menyediakan foto 
copy kartu identitas (kTP/SIM) yang masih berlaku dan telah 
mendapatkan persetujuan sepenuhnya dari suami/isterinya dan ikut 
menandatangani kontrak murābaḥah. Selanjutnta kedua belah pihak 
(BMT Nurul Barokah dan Anggota) dengan penuh kesadaran dan 
kesungguhan memahami seluruh maksud isi akad murābaḥah dalam 
kontrak dan bersepakat untuk mengadakan jual beli dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
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1) BMT Nurul Barokah menjual barang kepada anggota dengan 
rincian harga pokok, keuntungan dan uang muka yang dibayarkan. 
2) Barang diserahkan setelah kontrak perjanjian pembiaayaan 
murābaḥah disepakati kedua belah pihak. 
3) Sistem pembayaran adalah angsuran/jatuh tempo. 
4) Pihak anggota setuju membayar biaya – biaya sebagai berikut: 
a) Biaya administrasi 
b) Biaya materai 
c) Biaya notaris 
5) Kedua belah pihak setuju mengakhiri persetujuan ini, bila pihak 
anggota telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan serta 
kewajiban lainya kepada BMT. 
6) Guna menjamin kepastian keamanan pembiayaan yang diberikan 
dan menunjukan kesungguhan serta niat baik dari anggota, maka 
anggota sepakat menyerahkan surat berharga atau tanda 
kepercayaan lainya sebagai jaminan. 
b. Penyelesaian wanprestasi dan sengketa 
Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara mengaktifkan 
klausul sanksi dalam isi kontrak murābaḥah atau kedua belah pihak 
(BMT Nurul Barokah dan Anggota) setuju menyelesaikan sengketa 
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secara musyawarah untuk mufakat sebelum menempuh jalur hukum 
yang berlaku.
52
 
2. Wanprestasi Nasabah di BMT Nurul Barokah 
Hubungan hukum antara nasabah dan BMT akan berjalan dengan 
baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah mereka sepakati 
dalam akad yang mereka buat, namun jika salah satu pihak lalai atau 
melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan 
akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan 
mengalami kemacetan.
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BMT Nurul Barokah memiliki total jumlah nasabah mencapai 
11.382 dengan 6.730 nasabah simpanan dan 4.652 nasabah pembiayaan, 
dengan jumlah total outstanding kredit mencapai angka 
Rp.27.832.281.060,00.  Adapun dari total jumlah total outstanding kredit 
tersebut terdapat senilai Rp.286.762.458,00 yang mengalami kemacetan.
54
  
Secara garis besar penyebab terjadinya permasalahan yang timbul 
dalam pelaksanaan akad adalah: 
a. Adanya Wanprestasi 
Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat 
melaksanakan prestasinya. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dapat 
dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu: 
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1) debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya. 
2) debitur memenuhi sebagian prestasi 
3) debitur terlambat di dalam melakukan prestasinya 
4) debitur keliru di dalam melaksanakan prestasinya 
5) debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad dalam 
pelaksanaan akad pada praktik perbankan syariah, permasalahan 
yang sering muncul antara lain: 
a) komplain tidak sesuai dengan penawaran 
b) komplain tidak sesuai spesifikasinya 
c) komplain tidak sesuai dengan waktunya 
d) komplain dengan layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk 
dalam draft akad 
e) komplain dengan lambatnya proses kerja.55 
b. Keadaan Memaksa (force majeur/overmacht) 
Keadaan memaksa (force majeur/overmacht) adalah suatu 
keadaan ketika debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan 
prestasinya karena suatu keadaan diluar kemampuan manusia. dalam 
praktik pelaksanaan akad, permasalahan yang sering muncul adalah 
adanya bencana alam seperti, gempa bumi, banjir, tanah longsor, 
kebakaran, dan peristiwa alam lainnya yang menyebabkan tujuan akad 
tidak dapat tercapai sesuai dengan tujuannya. 
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c. Perbuatan melawan hukum. 
Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang 
dilakukan oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan akad yang tidak 
sesuai dengan Udang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
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Adapun wanprestasi nasabah pada akad murābaḥah di BMT Nurul 
Barokah terbagi dalam beberapa bentuk sebagai berikut: 
a. Keterlambatan pembayaran angsuran. 
b. Melakukan pembayaran angsuran akan tetapi tidak sempurna. 
c. Tidak melakukan pembayaran angsuran.57 
3. Sanksi Nasabah Wanprestasi di BMT Nurul Barokah 
Dalam hal terjadinya wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan 
akad, pihak BMT akan berusaha melakukan pendekatan kepada nasabah 
agara sedapat mungkin diperoleh penyelesaian pembiayaan secara damai. 
Proses litigasi akan ditempuh oleh BMT apabila nasabah tidak 
menunjukkan itikad baik (tidak menunjukkan upaya untuk melunasi 
pinjamannya). Untuk itu pihak BMT melakukan upaya-upaya 
penyelamatan pembiayaan bermasalah atau wanprestasi, yaitu:
58
  
a. Upaya Penyelamatan 
Tahap pertama, disebut dengan upaya penyelamatan. Dalam 
tahap ini cenderung dan lebih terfokus pada upaya tercapainya 
pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara cash 
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collection (penagihan secara intensif), reschuduling (penjadwalan 
kembali), reconditioning (persyaratan kembali) atau restructuring 
(penataan kembali) atau yang dikenal pula dengan tahapan pemenuhan 
atas prestasinya.  
Adapun yang dimaksud dengan mekanisme tersebut adalah: 
1) Penagihan secara intensif (cash collection) merupakan upaya 
penagihan secara intensif yang dilakukan BMT ke nasabah. BMT 
menghubungi nasabah dan menggunakan pendekatan persuasif 
dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaan. 
2) Penjadwalan kembali (reschuduling) merupakan upaya 
penelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan 
jadwal pembayaran pokok margin dan/atau tunggakan pembiayaan 
margin dan/atau jangka waktu pembiayaan. 
3) Persyaratan kembali (reconditioning) merupakan upaya 
pnyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian atau 
seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada 
perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan/atau persyaratan 
lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum 
pembiayaan. 
4) Penataan kembali (restructuring) merupakan upaya yang dilakukan 
BMT untuk menata kembali atau merestrukturisasi pembiayaannya 
agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan ini dapat 
diberikan kepada nasabah yang mempunyai itikad baik untuk 
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melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara 
kuantitatif merupakan alternatif terbaik.
59
 
b. Upaya Penyelesaian Pembiayaan 
Tahap kedua, penyelesaian pembiayaan cenderung terfokus 
pada tindakan untuk megupayakan pembayaran kembali pembiayaan 
dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan pencairan cash 
collateral, penagihan kepada penjamin, pengambilalihan agunan oleh 
BMT sendiri, penjualan secara sukarela atau penjualan agunan melalui 
lelang.
60
 
Dalam menjalankan produk murābaḥah, sudah menjadi hal lazim 
bagi BMT Nurul Barokah menghadapi risiko yang ditimbulkan akibat 
tidak terlaksananya mekanisme produk dengan baik. Salah satu risiko yang 
dihadapi oleh BMT Nurul Barokah adalah wanprestasi nasabah, untuk 
mencegah akibat buruk dari wanprestasi maka dibuatlah klausul sanksi 
dalam kontark murābaḥah sebelum akad disepakati oleh kedua belah 
pihak.  
Adapun sanksi wanprestasi nasabah  yang dibuat dalam klausul 
kontrak murābaḥah BMT Nurul Barokah terbagi menjadi dua macam 
sebagai berikut: 
a. Denda, denda adalah sanksi berupa penarikan uang dengan jumlah 
tertentu diluar hutang nasabah, yang ditarik akibat nasabah tidak 
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membayar angsuran tepat waktu atau ketika jatuh tempo, sanksi yang 
boleh diberlakukan adalah sanksi dengan prinsip ta’zir untuk 
mendisiplinkan nasabah dalam menyelesaikan kewajibanya, yang 
hasilnya nanti akan disalurkan kembali untuk dana sosial melalui 
LAZISMU Kantor Layanan BMT Nurul Barokah. 
b. Sita jaminan, sita jaminan adalah pengambilan hak jaminan dari 
nasabah oleh BMT Nurul Barokah, eksekusi jaminan akan dilakukan 
oleh pihak BMT jika nasabah melakukan penundaan angsuran 
pembiayaan dengan ketentuan nasabah telah melakukan pembaruan 
kontrak perjanjian pembiayaan sampai 2 kali pembaruan kontrak, sita 
jaminan merupakan langkah terahir yang dilakukan oleh BMT akibat 
nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur dan 
melunasi hutangnya.
61
 
Sebelum melaksanakan sanksi, BMT Nurul Barokah dalam 
menyelesaikan perkara wanprestasi lebih mengutamakan dengan cara 
kekeluargaan dan persuasif sebelum menyelesaikan melalui jalur 
pengadilan ataupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa 
(Arbitrase).  
Seorang nasabah yang memiliki kemampuan secara financial 
ekonomi dilarang menunda pembayaran. Hal ini sering terjadi dalam 
praktik pembiayaan di BMT Nurul Barokah. Pihak BMT Nurul Barokah 
dapat mengambil tindakan dengan prosedur hukum demi untuk 
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mendapatkan kembali hutang itu dan mengajukan klaim kerugian financial 
yang terjadi akibat penundaan nasabah yang lalai dalam pembayaran, 
tetapi pihak BMT Nurul Barokah cenderung mengambil tindakan dengan 
jalan kekeluargaan. Pihak BMT akan melakukan negosiasi dan untuk 
mengtahui alasan tidak mengangsur pembayaran, namun jika memang 
nasabah tidak bisa membayar dalam waktu yang telah ditentukan dan 
masih mempunyai kemampuan membayar maka nasabah yang demikian 
boleh dikenakan sanksi, dengan tujuan agar menimbulkan efek jera bagi 
nasabah sehingga nasabah lebih disiplin lagi dalam melakukan 
pembayaran. 
 Bagi nasabah yang masih mempunyai hutang dan dalam kondisi 
pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya karena memang benar-benar 
tidak mampu secara ekonomi hingga macet dan bukan karena lalai, 
nasabah harus beritikad baik dengan melaporkan keadaan ekonomi, 
nasabah yang demikian tidak boleh dikenakan sanksi. BMT Nurul 
Barokah akan merundingkan dengan nasabah menyangkut kemungkinan 
memberikan kelonggaran atau tambahan tempo sehingga ia mampu 
membayar kewajibannya. Apabila telah sampai batas waktu kelonggaran 
habis, nasabah masih tetap tidak mampu membayar, maka pihak BMT 
Nurul Barokah boleh mengambil inisiatif untuk menyita jaminan, dengan 
tetap menjaga dan tidak mengurangi hak nasabah sedikitpun. Dan jika 
nasabah dalam kesukaran, maka diberi tangguhan waktu sampai ia 
mampu. 
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Adapun nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi adalah 
dikarenakan hal-hal tertentu sebagai berikut: 
1. Bagi nasabah yang memiliki permasalahan keluarga yang sulit untuk 
dipecahkan seperti terkena penyakit serius. kecelakaan, perceraian 
sehingga beban hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak 
ada kemampuan untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan. 
2. Bagi nasabah yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang 
membuat hilangnya harta benda nasabah, seperti tanah longsor, 
kebakaran. 
3. Bagi nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya. 
4. Bagi nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami 
gagal panen.
62
 
Pengecualian ini diberikan pihak BMT Nurul Barokah setelah 
melakukan surve kerumah nasabah yang melakukan penundaan 
pembayaran saat pihak BMT melakukan tindakan pemberian surat 
peringatan/penagihan. Sehingga pihak BMT dapat mengetahui kondisi 
sebenarnya dari pihak nasabah yang melakukan penundaan pembayaran 
pembiayaan sehingga dapat dikategorikan nasabah yang tidak mampu dan 
mendapatkan pengecualian.
63
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4. Pengelolaan Dana Denda Nasabah  
Sanksi denda di BMT Nurul Barokah adalah sebesar 10% 
perbulannya dari mark up/ jasa yang diberikan pada nasabah. Berikut ini 
merupakan contoh dari perhitungan sanksi denda di BMT Nurul Barokah, 
jika suatu nasabah memiliki pinjaman pokok sebesar Rp.1000.000 dan 
mark up/ jasa perbulan yang diberikan sebesar Rp.30.000, maka besaran 
sanksi denda yang dikenakan ialah sebagai berikut: 
 1 bulan telat angsuran maka sanksi dendanya 30.000x 10% = 3.000 
 2 bulan telat angsuran maka sanksi dendanya 30.000x 20% = 6.000   
Adapun jika nasabah melakukan penundaan angsuran lebih dari 4 
bulan, maka setelah 4 bulan perhitungan denda sebanyak 40% maka akan 
kembali pada perhitungan 10% denda pada penundaan angsuran 
pembiayaan, dan begitu seterusnya untuk bulan-bulan berikutnya sampai 
bulan ahir nasabah melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.
64
 
Hampir selama 1 tahun BMT Nurul Barokah memperoleh dana 
denda sebesar Rp.10.000.000,00 s/d Rp.15.000.000,00. Melalui 
LAZISMU Kantor Layanan BMT Nurul Barokah dana tersebut digunakan 
untuk kegiatan sosial, seperti pengobatan gratis, kegiatan bulan ramadhan, 
dan santunan yatim piatu dan dhuafa 
65
 
Dalam sanksi sita jaminan atau pelelangan jaminan dimana sanksi 
ini juga sudah terlaksana di BMT Nurul Barokah dengan jenis barang 
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sitaan/lelangan berupa sepeda motor dan mobil, eksekusi pelelangan 
jaminan di BMT Nurul Barokah dilakukan dengan cara menjual obyek 
murābaḥah atau jaminan milik nasabah yang kemudian dari hasil 
penjualan digunakan BMT untuk menutupi hutang nasabah, apabila ada 
kelebihan dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada nasabah 
yang bersangkutan, sedangkan apabila terdapat kekurangan maka 
kekurangan tersebut masih menjadi hutang nasabah, dan apabilan nasabah 
tidak mampu membayar sisa hutanngnya, maka BMT dapat 
membebaskannya.
66
 Namun untuk informasi terkait identitas nasabah yang 
terkena sanksi sita jaminan tidak dapat peneliti cantumkan, sebab hal 
tersebut tidak diperbolehkan oleh pihak BMT karena bersifat privatif. 
5. Teknis Penanganan Wanprestasi Nasabah  
Adapun teknis yang dilakukan oleh BMT Nurul Barokah dalam 
menangani nasabah wanprestasi adalah sebagai berikut: 
a. Apabila nasabah terlambat mengangsur lebih dari 3 hari, maka pihak 
BMT memberi pesan melalui sms. 
b. Apabila tidak ada respon dari nasabah maka pihak BMT menelpon 
nasabah tersebut. 
c. Setelah itu apabila belum berhasil maka pihak BMT datang kerumah 
nasabah, untuk menanyakan sebab terlambat membayar. Dan 
melakukan musyawarah antara BMT dan nasabah. 
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d. Apabila tidak berhasil maka BMT memberikan surat peringatan. 
e. Setelah itu memberikan Sp1. 
f. Sp2. 
g. Sp3. 
h. Somasi. 
i. Pengadilan 
j. Lelang. 
Prosedur lelang di BMT Nurul Barokah yaitu: 
1) Negosiasi diadakan oleh pihak BMT dan nasabah. Apabila kedua 
belah tidak ada kesepakatan maka akan dilaporkan ke kantor lelang 
negara. 
2) Kantor lelang negara mendapat keterangan dari pihak BMT, bahwa 
pihak BMT telah melakukan pembinaan kepada nasabah. 
Pembinaannya antara lain memberi peringatan dan teguran baik 
secara lisan atau tulisan. Kemudian kantor lelang menyetujui 
adanya barang lelang tesebut. 
3) Kantor lelang akan mengumumkan lewat online agar masayarakat 
mengetahuinya. Nanti kantor lelang akan menentukan kapan waktu 
lelang, harga, kewajiban nasabah dan biaya lelang. Dapat juga 
dimuat dimedia masa seperti koran, radio dan televisi. Dengan 
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begitu pihak nasabah yang asetnya di lelang dapat mengetahui 
hasilnya.
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BAB IV 
ANALISIS PENERAPAN SANKSI NASABAH WANPRESTASI DALAM 
AKAD MURĀBAḤAH DI BMT NURUL BAROKAH 
 
A. Analisis Fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa DSN 
NO.47/DSN-MUI/II/2005 
Untuk menganalisa kesesuaian penerapan sanksi di BMT Nurul 
Barokah berdasarkan isi fatwa DSN, maka terlebih dahulu mencermati 
keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional NO. 
17/DSN-MUI/IX/2000 dan NO. 47/DSN-MUI/II/2005 sebagai berikut: 
1. Fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah yang 
menunda-nunda pembayaran 
d. Pertama: Ketentuan Umum 
7) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 
LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan disengaja. 
8) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force 
majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 
9) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 
mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh 
dikenakan sanksi. 
10) Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah 
lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 
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11) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya 
ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad 
ditandatangani. 
12) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 
e. Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
f. Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya.68 
2. Fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang 
murābaḥah bagi nasabah tidak mampu membayar. 
c. Pertama: Ketentuan Penyelesaian 
LKS boleh melakukan penyelesaian murābaḥah bagi nasabah yang 
tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan 
waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 
6) Obyek murābaḥah dan atau jaminan lainya dijual oleh nasabah 
kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang di sepakati  
7) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan 
8) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka LKS 
mengembalikan sisanya kepada nasabah 
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9) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa 
hutang tetap menjadi hutang nasabah 
10) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka 
LKS dapat membebaskannya  
d. Kedua: Ketentuan Penutup 
3) Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah 
Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
4) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan 
disempurnakan sebagaimana mestinya.69 
Berdasarkan fatwa yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa ketentuan sanksi yang dikehendaki olah Dewan Syraiah Nasional 
adalah sebagai berikut: 
1. Sanksi denda dengan sejumlah uang yang besarnya ditentukan dengan 
saling sepakat dan dibuat saat kontrak ditantangani 
2. Sanksi denda dikenakan kepada nasabah mampu yang sengaja menunda-
nunda pembayaran adapun yang tidak mampu disebabkan force mejure 
tidak diperbolehkan 
3. Hasil denda disalurkan untuk dana sosial 
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4. Sanksi denda dilaksanakan dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin 
dalam melaksanakan kewajibannya bukan untuk mendapatkan 
keuntungan dari sanksi yang diberikan 
5. Sanksi pelelangan jaminan dapat dilaksanakan apabila nasabah tidak 
mampu melunasi kewajibannya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati 
6. Obyek murābaḥah atau jaminan lainnya dapat dijual nasabah melalui LKS 
berdasarkan harga pasar yang disepakati 
7. Nasabah melunasi sisa hutang dari hasil penjualan barang jaminan 
8. Apabila hasil penjualan melebihi hutang nasabah maka LKS 
mengembalikan sisanya sedangkan apabila hasil penjualan tidak 
mencukupi untuk melunasi hutang maka nasabah berkewajiban membayar 
sisa hutang 
9. Terhadap nasabah yang tidak mampu melunasi sisa hutang, hak 
membebaskan diberikan kepada LKS 
10. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah 
Nasional apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait. 
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B. Analisis Kesesuaian Penerapan Sanksi di BMT Nurul Barokah 
Berdasarkan Fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa DSN 
NO.47/DSN-MUI/II/2005 
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. l7/DSN-
MUl/IX/2000 pada poin pertama menjelaskan bahwa “Sanksi yang disebut 
dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang 
mampu membayar. tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja". 
Dalam praktik pengajuan permohonan pembiayaan di BMT Nurul Barokah 
melalui beberapa prosedur dan persyaratan, mulai dari pengajuan pembiayaan 
yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak BMT dengan prinsip kepercayaan 
kepada nasabah, serta melakukan pengecekan barang jaminan. Tindakan ini 
dilakukan agar pihak BMT dapat menilai apakah pemohon tersebut layak atau 
tidak untuk mendapatkan dana dalam pengajuan permohonannya. Hal ini 
merupakan prinsip dalam penyaluran dana yang diterapkan oleh lembaga 
keuangan agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak 
lembaga keuangan.  
Sebagaimana telah dijelaskan pula pada bab sebelumnya BMT Nurul 
Barokah juga memberlakukan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-
nunda pembayaran. Hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan dari hasil rapat 
pengurus BMT Nurul Barokah.70 Sanksi yang telah diterapkan di BMT Nurul 
Barokah tersebut yaitu Sanksi denda dan Sanksi sita jaminan, yang mana 
kedua sanksi tersebut juga termaktub dalam akad perjanjian murābaḥah Pasal 
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8 tentang denda tunggakan dalam ayat 2 menegaskan bahwa dalam hal 
keterlambatan angsuran oleh penerima pembiayaan  kepada penyelenggara, 
maka penerima pembiayaan sepakat untuk dikenakan ta’zir (denda),71 dan 
Pasal 17 tentang penguasaan dan penjualan (eksekusi) barang jaminan dalam 
ayat 1 menerangkan bahwa apabila penerima pembiayaan melakukan 
wanprestasi maka pihak penyelenggara berhak melakukan tindakan salah 
satunya melakukan eksekusi terhadap barang jaminan.72 Sehingga 
pemberlakuan pemberian sanksi ini telah sesuai dengan bunyi dan maksud 
dari fatwa DSN No. l7/DSN-MUl/IX/2000 pada poin yang pertama tersebut 
bahwa LKS boleh memberlakukan sanksi terhadap nasabah mampu yang 
menunda-nunda pembayaran. 
Pada poin yang kedua fatwa DSN No. l7/DSN-MUl/IX/2000 tentang 
sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini disebutkan 
bahwa “Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan force 
majeur tidak boleh dikenakan sanksi". Dalam lembaga keuangan ada dua 
faktor yang menyebabkan nasabah melakukan ingkar janji atau sering disebut 
wanprestasi, yakni faktor diluar kekuasaan nasabah seperti terjadinya 
musibah bencana alam yang dapat menghambat proses produksi baik 
sebagian maupun secara menyeluruh dan kesengajaan. Sedangkan yang 
dibolehkan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengenakan sanksi adalah 
wanprestasi karena faktor kesengajaan. Pemberian sanksi ini dilakukan 
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dengan tujuan untuk memberi pelajaran agar nasabah lebih memiliki rasa 
tanggung jawab atas kewajibannya, sehingga lebih disiplin dalam 
pembayaran angsuran dan juga agar lebih menghormati lembaga keuangan 
syariah yakni BMT. Maka nasabah yang melakukan wanprestasi karena 
faktor diluar kekuasaannya diberikan kelonggaran dalam melakukan 
pembayaran. Penundaan pembayaran seperti tersebut harus diberikan dengan 
tidak adanya tambahan beban kepada nasabah atas waktu yang diberikan 
untuk pembayaran. BMT Nurul Barokah dalam hal ini sudah sepenuhnya 
menerapkan fatwa ini, karena BMT memiliki ketentuan pengecualian bagi 
nasabah dengan hal tertentu yang tidak terkena sanksi denda. Beberapa 
nasabah yang dikecualikan oleh BMT Nurul Barokah ialah sebagai berikut:  
5. Bagi nasabah yang memiliki pennasalahan keluarga yang sulit untuk 
dipecahkan seperti terkena penyakit serius. kecelakaan, perceraian 
sehingga beban hidup ditanggung oleh salah satu pihak dengan tidak ada 
kemampuan untuk melakukan angsuran pembayaran pembiayaan. 
6. Bagi nasabah yang terkena bencana alam yang tidak terduga yang 
membuat hilangnya harta benda nasabah, seperti tanah longsor, kebakaran. 
7. Bagi nasabah yang mengalami kebangkrutan atas usahanya. 
8. Bagi nasabah yang memiliki usaha dibidang pertanian dan mengalami 
gagal panen. 
Pengecualian ini diberikan pihak BMT setelah melakukan surve 
kerumah nasabah yang melakukan penundaan pembayaran saat pihak BMT 
melakukan tindakan pemberian surat peringatan/penagihan. Sehingga pihak 
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BMT dapat mengetahui kondisi sebenarnya dari pihak nasabah yang 
melakukan penundaan pembayaran pembiayaan sehingga dapat dikategorikan 
nasabah yang tidak mampu dan mendapatkan pengecualian.73 Dalam hal ini 
menunjukkan bahwa pemberlakuan denda ini diberkalukan oleh sistem pukul 
rata pada awalnya dan setelah mengetahui kondisi sebenarnya kemudian 
dipilah pilah yang kemudian dihapuskan sanksi denda bagi nasabah yang 
sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan. Dapat disimpulkan bahwa BMT 
Nurul Barokah telah melakukan sistem pemilahan terhadap pemberlakuan 
sanksi denda atas nasabah yang melakukan wanprestasi dalam hal ini 
keterlambatan dalam membayarkan angsuran, maka dapat peneliti simpulkan 
pula bahwa penerapan atas Fatwa DSN No. l7/DSN-MUl/IX/2000 pada poin 
yang kedua telah sepenuhnya terlaksana di BMT Nurul Barokah sesuai dengan 
bunyi dan maksud dalam fatwa pada poin tersebut. 
Pada poin ketiga disebutkan “Nasabah yang mampu menunda-nunda 
pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk 
membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi". Dalam praktik di BMT Nurul 
Barokah telah melaksanakan sanksi kepada nasabah mampu yang menunda-
nunda pembayaran.74 Bapak Yahman menjelaskan dirinya pernah terkena 
sanksi denda yang diakibatkan karena telat dalam melakukan pembayaran 
dengan alasan memang sengaja untuk memending atau menunda pembayaran 
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angsuran dan bukan karena disebabkan keadaan yang mekmaksa/darurat.75 
Artinya bahwa tindakan sanksi ini dilakukan untuk nasabah yang benar-benar 
dengan sengaja dan tidak memiliki itikad baik untuk melunasinya. Maka 
dalam hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN No.17/DSN-MUI/2000 poin 
ketiga tesebut. 
Kemudian pada poin keempat fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 
disebutkan “Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir. yaitu bertujuan agar 
nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”. Berdasarkan fatwa 
ini. Para nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran dapat 
dikenakan sanksi yang berdasarkan pada prinsip ta’zir, prinsip ta’zir juga 
termaktub dalam perjanjian murābaḥah pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa 
sanksi berupa  ta’zir (denda).76 Yakni bersifat menyerahkan dan demi 
perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan 
kewajibannya.77 Dalam prektek di BMT Nurul Barokah ta’zir yang 
diberlakukan bagi nasabah yang menunda nunda angsuran pembayaran adalah 
berupa harta yang terwujud dalam bentuk pemberian sanksi denda dan 
penyitaan jaminan yang dijadikan barang jaminan oleh nasabah. Bapak 
Yahman menjelaskan bahwa setuju dengan adanya saksi ini, karena lebih 
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membuat disiplin dan membuat memiliki rasa tanggung jawab yang lebih 
besar lagi dalam melakukan pembayaran angsuran.78 
Maka dalam hal ini penerapan yang dilakuakan oleh BMT Nurul 
Barokah telah sesuai dengan bunyi dan maksud fatwa DSN No. l7/DSN-
MUl/IX/2000 pada poin ke empat tersebut. 
Poin kelima dalam fatwa DSN No. l7/DSN-MUl/IX/2000 berbunyi 
“Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas 
dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani”. Artinya, 
diperbolehkan atau dihalalkan untuk memberikan sanksi kepada nasabah yang 
melakukan penundaan pembayaran. Sanksi tersebut bisa juga berupa denda 
atau apa saja sesuai dengan kesepakatan awal. Dari penjelasan tersebut dapat 
diartikan bahwa sanksi itu dapat berupa denda uang ataupun denda bukan 
unag. Jika denda uang, maka besar dan kecilnya jumlah uang didasarkan atas 
dasar kesepakatan kedua belah pihak. 
Prakteknya di BMT Nurul Barokah telah menerapkan sanksi denda 
uang yang besarannya yakni 10% perbulannya dari mark up/jasa dengan 
sistem perhitungan menurun untuk seluruh jenis pembiayaan.79 Adapun 
mekanisme perhitungan denda seacara terperinci di BMT Nurul Barokah telah 
dijelaskan dalam bab sebelumnya. Sedangkan penetapan besaran dan 
kesepakatan diberlakukannya sanksi ini dilakukan oleh kedua belah pihak 
pada saat awal perjanjian yaitu termaktub dalam perjanjian pembiayaan 
murābaḥah Pasal 8 ayat 2 bahwa nominal denda termaktub dalam ayat 
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tersebut. Artinya bahwa besar kecilnya sanksi denda tersebut dan 
keberlakuannya telah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 
 Sehingga praktik di BMT Nurul Barokah telah sesuai dengan Fatwa 
DSN No. l7/DSN-MUl/IX/2000 pada poin kelima. 
Poin keenam fatwa DSN No. l7/DSN-MUl/IX/2000 berbunyi “Dana 
yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial”. Dalam hal ini 
dana yang berasal dari denda itu harus dipergunakan sebagai dana sosial, 
yakni uang atau dana tunai yang disediakan untuk suatu keperluan biaya 
kesejahteraan. Dalam praktik yang ada di BMT Nurul Barokah dana yang 
bersal dari sanksi denda itu disalurkan kembali kepada LAZISMU Kantor 
Layanan BMT Nurul Barokah, LAZISMU Kantor Layanan BMT Nurul 
Barokah merupakan devisi dari BMT Nurul Barokah yang merupakan 
lembaga sosial kemasyarakatan yang bertugas menghimpun dana zakat atau 
sejenisnya lalu menyalurkan kembali untuk kegiatan sosial, antara lain 
pengobatan gratis, kegiatan bulan ramadhan, dan santunan anak yatim, piatu, 
dan dhuafa.80 Bapak Yahman menjelaskan bahwa dana denda tersebut 
dialokasikan untuk kegiatan sosial, kegiatan yang sering dilakukan oleh BMT 
Nurul Barokah antara lain pengobatan gratis dan santunan anak yatim/piatu.81 
Maka penyaluran dana denda yang diterapkan oleh BMT Nurul Barokah 
sudah sesuai dengan fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 poin keenam. 
Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa BMT Nurul Barokah telah 
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sepenuhnya menjalankan ketentuan fatwa DSN NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 
tentang saksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. 
Adapun sanksi pelelangan jaminan, dimana sanksi ini juga berlaku di 
BMT Nurul Barokah dan juga termaktub dalam perjanjian pembiayaan 
murābaḥah Pasal 17 tentang penguasaan dan penjualan (eksekusi) barang 
jaminan dalam ayat 4 menegaskan bahwa hasil eksekusi jamianan 
diprioritaskan untuk melunasi seluruh hutangnya dan apabila masih ada 
jumlah sisanya maka akan dibayarkan/dikembalikan penerima pembiayaan 
atau nasabah yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti juga menyimpulkan 
bahwa sanksi ini telah sesuai dengan isi fatwa DSN NO. 47/DSN-
MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murābaḥah bagi nasabah tidak 
mampu membayar, dimana dalam praktiknya di BMT Nurul Barokah  sanksi 
sita jaminan ini di lakukan dengan ketentuan apabila setelah keluar surat 
peringatan/penagihan berulang kali serta diiringi dengan dilakukannya 
pembaruan kontrak sampai dua kali namun tidak ada tindakan dari nasabah 
untuk melakukan angsuran maupun pelunasan maka eksekusi jaminan akan 
diberlakukan.82 Selama ini BMT Nurul Barokah tetap mengembalikan 
kelebihan dari penjualan/pelelangan obyek sitaan tersebut kepada nasabah 
yang bersangkutan, agar lebih jelasnya, maka hasil analisa dapat dilihat 
melalui tabel berikut: 
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Tabel 4.1 
Kesesuaian sanksi-sanksi di BMT Nurul Barokah berdasarkan fatwa DSN 
NO. 17DSN-MUI/IX/2000 dan fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 
 
NO Sanksi di BMT Nurul Barokah Sesuai Tidak 
sesuai 
Keterangan 
1 Sanksi denda    Sesuai berdasarkan 
ketentuan umum 
fatwa DSN NO. 
17/DSN-
MUI/IX/2000 
  dikenaka kepada nasabah mampu 
yang sengaja menunda 
pembayaran 
   Sesuai berdasarkan 
ketentuan umum  
poin 1 fatwa DSN 
NO. 17/DSN-
MUI/IX/2000 
  Tidak dikenakan kepada nasabah 
tidak mampu disebabkan force 
mejure 
   Sesuai berdasarkan 
ketentuan umum  
poin 2 fatwa DSN 
NO. 17/DSN-
MUI/IX/2000 
  Denda dengan sejumlah uang    Sesuai berdasarkan 
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sebesar 10% dari dari mark 
up/jasa dengan sistem 
perhitungan menurun yang telah 
disepakati dalam kontrak 
murābaḥah 
ketentuan umum  
poin 5 fatwa DSN 
NO. 17/DSN-
MUI/IX/2000 
  Hasil denda disalurkan untuk 
dana sosial melalui LAZISMU 
Kantor Layanan BMT Nurul 
Barokah 
   Sesuai berdasarkan 
ketentuan umum  
poin 6 fatwa DSN 
NO. 17/DSN-
MUI/IX/2000 
  Sanksi didasarkan pada prinsip 
ta’zir, dengan tujuan agar 
nasabah disiplin dalam 
malaksanakan kewajibannya 
   Sesuai berdasarkan 
ketentuan umum  
poin 4 fatwa DSN 
NO. 17/DSN-
MUI/IX/2000 
2 Pelelangan Jaminan    Sesuai berdasarkan 
fatwa DSN NO. 
47/DSN-
MUI/II/2005 
  Diberikan kepada nasabah yang 
tidak melunasi hutang dengan 
jumlah atau waktu yang tepat 
   Sesuai berdasarkan 
ketentuan 
penyelesaian fatwa 
DSN NO. 47/DSN-
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MUI/II/2005 
  Kelebihan dari hasil penjualan 
obyek murābaḥah jaminan 
dikembalikan kepada nasabah 
yang bersangktan 
   Sesuai berdasarkan 
ketentuan 
penyelesaian poin 3 
fatwa DSN NO. 
47/DSN-
MUI/II/2005 
  Kekurangan dari hasil penjualan 
obyek murābaḥah jaminan tetap 
menjadi hutang nasabah 
   Sesuai berdasarkan 
ketentuan 
penyelesaian poin 4 
fatwa DSN NO. 
47/DSN-
MUI/II/2005 
  Apabila nasbah tidak mampu 
membayar sisa hutangnya, maka 
LKS dapat membebaskanya 
   Sesuai berdasrkan 
ketentuan 
penyelesaian poin 5 
fatwa DSN NO. 
47/DSN-
MUI/II/2005  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dikemukakan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. BMT Nurul Barokah menerapkan sanksi denda sebesar 10% perbulannya 
dari mark up/ jasa dengan sistem perhitungan menurun,  pihak BMT hanya 
menerapkan sanksi terhadap nasabah yang dinyatakan benar-benar mampu 
namun menunda-nunda pembayaran dan tidak mau mempunyai kemauan 
dan itikad baik untuk melunasi kewajibannya, Sanksi yang diterapkan di 
BMT Nurul Barokah memiliki tujuan untuk mendisiplinkan nasabah 
dalam melakukan pembayaran, yang mana sanksi yang berupa denda ini 
jumlahnya telah ditentukan oleh BMT akan tetapi tetap dengan persetujuan 
dari kedua belah pihak dan dibuat dalam akad yang ditandatangani, 
kemudian dana dari hasil sanksi denda digunakan untuk kepentingan sosial 
melalui LAZISMU Kantor Layanan BMT Nurul Barokah.  
Adapun dalam sanksi sita jaminan langkah ini akan dilakukan oleh 
pihak BMT Nurul Barokah jika nasabah melakukan penundaan angsuran 
pembiayaan dengan ketentuan nasabah telah melakukan pembaruan 
kontrak perjanjian pembiayaan sampai dua kali pembaruan kontrak, 
eksekusi pelelangan jaminan dilakukan dengan cara menjual obyek 
murābaḥah atau jaminan milik nasabah yang kemudian dari hasil 
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penjualan digunakan BMT untuk menutupi hutang nasabah, apabila ada 
kelebihan dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada nasabah 
yang bersangkutan, sedangkan apabila terdapat kekurangan maka 
kekurangan tersebut masih menjadi hutang nasabah, dan apabilan nasabah 
tidak mampu membayar sisa hutanngnya, maka BMT dapat 
membebaskannya. sita jaminan merupakan langkah terahir yang dilakukan 
oleh BMT akibat nasabah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi 
kewajibanya untuk mengangsur dan melunasi hutangnya. 
2. Sanksi yang diterapkan oleh BMT Nurul Barokah terhadap wanprestasi 
nasabah sudah sesuai dengan isi fatwa Dewan Syariah Nasional khususnya 
pada fatwa DSN NO.17/DSN-MUI/IX/2000 dan fatwa DSN NO. 
47/DSNMUI/II/2005. Dimana BMT Nurul Barokah telah melaksanakan 
sanksi terhadap nasabah yang dinyatakan benar-benar mampu namun 
menunda-nunda pembayaran dan tidak mau mempunyai kemauan dan 
itikad baik untuk melunasi kewajibannya. Sanksi berlaku atas dasar 
persetujuan dari kedua belah pihak dan dibuat dalam akad yang 
ditandatangani dan hasil denda digunakan untuk dana sosial melalui 
LAZISMU Kantor Layanan BMT Nurul Barokah, maka pengelolaan dana 
denda juga sudah sesuai dengan isi fatwa DSN NO.17/DSN-MUI/IX/2000 
yang menghendaki hasilnya disalurkan kembali untuk dana sosial. Begitu 
pula halnya dengan sanksi pelelangan jaminan, sanksi ini juga sudah 
sesuai dengan isi fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 dimana pihak 
BMT Nurul Barokah melakukan pelelangan jaminan dengan cara menjual 
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obyek murābaḥah/jaminan milik nasabah yang kemudian dari hasil 
penjualan digunakan BMT untuk menutupi hutang nasabah dan apabila 
ada kelebihan dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada 
nasabah yang bersangkutan. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti hendak 
memberikan saran kepada BMT Nurul Barokah sebagai berikut: 
1. Diharapkan kepada BMT Nurul Barokah untuk mengadakan pembinaan 
dan pemantauan yang berkala dalam rangka menumbuhkan rasa 
kesadaran yang tinggi akan pentingnya pemenuhan janji terhadap diri 
nasabah, maka perlu adanya upaya dari pihak BMT Nurul Barokah untuk 
mengingatkan nasabah tentang bagaimana Islam sangat menghargai 
orang-orang yang memenuhi janji dan memberikan ganjaran baik atasnya 
dan bagaimana juga Islam tidak menyukai pengkhianatan janji dan 
memberikan ganjaran buruk atasnya, hal ini dapat dilakukan dengan cara 
menyampaikannya langsung secara lisan sebelum akad disepakati antara 
kedua belah pihak atau dengan cara mencantumkannya pada isi kontrak 
murābaḥah dalam bentuk pesan atau keterangan tambahan. Mengingat 
BMT Nurul Barokah sebagai Lembaga Keuangan yang berasaskan Islam 
juga dapat melaksanakan amar ma’rūf. 
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2. Diharapkan kepada BMT Nurul Barokah dalam penggunaan dana denda 
harus ada transparasinya, dan benar-benar menjelaskan kepada nasabah 
tentang perlunya aturan ini dan bahwa dana sanksi denda akan disalurkan 
pada kepentingan sosial. Dengan demikian diharapkan nasabah akan 
dapat memahami dan menerima sanksi ini sehingga rasa keberatan dan 
khawatir terjerumus ke dalam syubhat riba atau perasaan dianggap sama 
dengan lembaga keuangan kovensional dapat dihindari. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 
Hari/Tanggal  : Selasa, 26 Desember 2018  
Waktu   : 09.40 WIB 
Lokasi   : Kantor BMT Nurul Barokah Sambi Boyolali 
Nama Narasumber : Nur Isnaini, S.E 
Jabatan  : Manajer BMT Nurul Barokah 
 
Keterangan:  
P: Pewawancara 
N: Narasumber 
 
P :   Apa saja bentuk wanprestasi nasabah dalam pembiayaan murābaḥah di BMT 
Nurul Barokah ini pak ? 
N :  Di BMT Nurul Barokah ini terdapat tiga jenis wanprestasi yang sering 
dilakukan oleh nasabah dalam bebagai pembiayaan termasuk murābaḥah, 
yaitu: Terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran, melakukan 
pembayaran angsuran namun tidak sempurna, dan tidak melakukan 
pembayaran angsuran. Sejauh ini mengenai bentuk wanprestasi baru ada tiga 
jenis tersebut mas. 
P :  Untuk mengenai sanksi kepada nasabah wanprestasi itu sendiri bagaimana 
pak?   
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N :  Secara garis besar sanksi yang dapat dilakukan untuk mengatasi nasabah 
wanprestasi ada dua macam, yaitu: sanksi denda dan sanksi penyitaan 
jaminan/lelang. Kedua sanksi ini termaktub dalam isi kontrak murābaḥah. 
P: Apakah sanksi tersebut berlaku untuk semua nasabah pak ? 
N: Sanksi tersebut berlaku untuk semua nasabah pada awal pembiayaan, akan 
tetapi apabila penyebab telatnya pembayaran nasabah adalah karna di 
sebabkan oleh keadaan yang memaksa atau force majuer maka sanksi 
tersebut dapat BMT cabut atau dihapuskan, jadi kami juga memiliki 
ketentuan pengecualian terhadap nasabah yang tidak boleh dikenakan sanksi, 
namu apabila penyebabnya karna unsur kesengajaan atau kelalaian maka 
sanksi tersebut akan terus berjalan sesuai dengan ketentuan. 
P :  Bagaimana pelaksanaan dari sanksi denda itu sendiri pak ? 
N :  Sanksi denda ini hanya diperuntukan bagi nasabah mampu yang menunda 
pembayaran, sanksi ini berupa sejumlah uang yang jumlahnya telah 
disepakati olah BMT dan nasabah pada saat terjadinya kesepakatan 
pembiayaan, Sanksi denda di BMT Nurul Barokah adalah sebesar 10% 
perbulannya dari mark up/ jasa pembiayaan dan berlaku untuk seluruh jenis 
produk pembiayaan termasuk  murābaḥah, jadi sanksi ini telah disepakati 
kedua belah pihak, sanski ini berlaku apabila nasabah telat dalam melakukan 
pembayaran angsuran setiap bulanya.  
P: Bagaimana pengelolan dana dari hasil denda tersebut pak ? 
N: Menegenai pengelolaannya, dana dari hasil denda tersebut tidak masuk dalam 
aset BMT, dana denda tersebut diserahkan kepada LAZISMU Kantor 
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Layanan BMT Nurul Barokah  yang akan di salurkan kembali kepada 
masyarakat untuk dana sosial, setiap tahunya LAZISMU Kantor Layanan 
BMT Nurul Barokah menerima dana dari hasil denda tersebut berkisar antara 
Rp.10.000.000,00 s/d Rp.15.000.000,00. 
P :  Tujuan dari adanya sanksi denda tersebut apa pak ? 
N :  Jadi, tujuan inti dari sanksi denda tersebut adalah agar supaya nasbah disiplin 
dalam melaksanakan kewajibanya yaitu membayar angsuran, sehingga 
harapanya kontrak perjanjian yang telah kita lakukan antara kami (BMT) 
dengan nasabah dapat terlaksana dengan lancar, sesuai apa yang kita 
harapkan.  
P :  Kemudian mengenai sanksi yang ke dua tadi pak, tolong di jelaskan sedikit 
mengenai apa itu penyitaan jaminan pak ? 
N : Yang dimaksud penyitaan jaminan adalah pengambilan hak jaminan dari 
nasabah oleh BMT Nurul Barokah akibat nasabah tidak memenuhi 
kewajibanya untuk mengangsur serta melunasi hutangnya. 
P :  Bagaimana pelaksanaan dari sita jaminan di BMT Nurul Barokah ini pak ? 
N :  Kalau mengenai penyitaan jaminan sejauh ini sampai pada tahun 2018 ini 
sudah ada beberapa nasabah yang terkena sanksi penyitaan jaminan ini, 
dengan barang sitaan berupa sepeda motor dan mobil. Menegenai 
pelaksanaanya sebelum BMT melakukan penyitaan jaminan, kami pihak 
BMT sudah lebih dulu melakukan negosiasi dengan nasabah yang 
bersangkutan terkait penyebab macetnya pembayaran, serta pihak BMT juga 
sudah memberikan peringatan secara tertulis selama tiga kali Sp 1, Sp 2, dan 
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Sp 3, akan tetapi setelah terjadinya negosiasi dan surat peringatan tersebut, 
nasabah masih tidak mampu dalam menyelesaikan hutangnya pada waktu  
tempo dalam kesepakatan negosiasi, maka pihak nasabah harus harus secara 
suka rela menyerahkan barang jaminan kepada pihak BMT untuk melunasi 
kewajibanya, pihak BMT akan tetap menjaga dan tidak mengurangi hak 
nasabah sedikitpun. Artinya apabila dalam penjualan barang sitaan dan 
setelah untuk menutupi hutang nasabah apabila masih terdapat sisa pihak 
kami (BMT) wajib untuk mengembalikan sisa tersebut kepada nasabah yang 
bersangkutan.  
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Hari/Tanggal  : Kamis, 28 Februari 2019 
Waktu   : 07.15 – 08.00 
Lokasi : Dk. Tegal. Ds. Glinting, kec. Sambi, Kab. Boyolali 
Nama Narasumber : Yahman 
Pekerjaan  : Perangkat Desa. 
 
P: Apakah benar bapak  Yahman merupakan nasabah BMT Nurul Barokah Sambi 
? 
N: Iya, benar saya adalah nasabah BMT Nurul Barokah Sambi mas. 
P: Sudah berapa kali bapak melakukan pembiayaan di BMT Nurul Barokah 
Sambi ? 
N: Sudah dua kali saya melakukan pembiayaan di BMT Nurul Barokah mas. 
P: Bagaimana yang dilakukan oleh BMT Nurul Barokah jika bapak telat dalam 
melakukan pembayaran ? 
N: Diingatkan lewat sms/telepon mas, kemudian juga marketingnya datang 
kerumah saya untuk berbincang menanyakan sebab keterlambatan, dan kapan 
saya sanggup mengangsur. 
P: Apakah ada sanksi denda apabila nasabah telat dalam pembayaran angsuran ?  
N: Iya mas ada, apabila telatnya sudah lebih dari 10 hari maka akan dikenakan 
sanksi denda. 
P: Sejak kapan bapak mengetahui adanya sanksi denda tersebut ? 
N: Pada waktu penandatanganan perjajian mas, denda tersebut dijelaskan oleh 
BMT sebelum saya tandatangani. 
P: Apakah bapak pernah terkena sanksi denda tersebut ? 
N: Pernah 
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P: Apa yang menyebabkan bapak telat dalam melakukan pembayaran ? 
N: Kemarin ada kebutuhan lain mas, sehingga saya pending dulu angsuran BMT 
nya.  
P: Apakah bapak mengetahui tujuan dari sanksi denda tersebut ? 
N: Iya mas, saya sebagai nasabah juga mengetahui adanya sanksi denda tersebut 
agar nasabahnya tertib dan tepat waktu dalam pembayaran angsuran. 
P: Apakah bapak mengetahui kemana dana sanksi denda tersebut dialokasikan ? 
N: Dari informasi yang saya terima dana denda dialihkan ke LAZISMU yang ada 
di BMT tersebut mas untuk kegiatan sosial. 
P: Apakah bapak pernah menerima laporan tertulis dari BMT mengenai kegiatan 
sosial yang dilakukan oleh LAZISMU tersebut ? 
N: Tidak pernah, saya hanya diberi tahu oleh salah satu marketing dirumah saya 
ini pada waktu pengambilan angsuran. 
P: Kegiatan sosial apa saja yang dilakukan oleh BMT Nurul Barokah ? 
N: Untuk kegiatan yang sering dilakukan pengobatan geratis dan santunan anak 
yatim/piatu. 
P: Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya sanksi denda tersebut ? 
N: Kalau saya menilai sanksi ini ya baik, saya setuju karena saya juga merasakan 
sendiri adanaya denda ini membuat saya lebih berhati-hati lagi dalam 
pengangsuran bulanan, dan hasilnya ya saya lebih memiliki rasa tanggung 
jawab yang lebih beasar terhadap kewajiban saya dalam mengangsur hutang 
saya ke BMT. 
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Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Nur Isnaini, selaku manajer BMT Nurul 
Barokah Sambi Boyolali. 
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Gambar 2. Brosur BMT Nurul Barokah Sambi Boyolali. 
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Gambar 3. Bagan struktur LAZISMU Kantor Layanan BMT Nurul Barokah 
Sambi Boyolali. 
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